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Ilham (B11110481), judul skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana 
Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Kasus Putusan No. 
136/Pid.B/2015/PN.Mks), di bawah bimbingan bapak H. M. Said Karim selaku 
pembimbing I dan ibu Hj.Haeranah selaku pembimbing II. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil 
terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam putusan Pengadilan 
Negeri Makassar No. 136/Pid.B/2015/PN.Mks dan pertimbangan-pertimbangan 
hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian 
dengan pemberatan dalam putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 
136/Pid.B/2015/PN.Mks. Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri 
Makassar dengan melakukan wawancara langsung dengan pihak yang 
berkompeten, dalam hal ini adalah hakim yang telah menangani perkara pencurian 
dengan pemberatan, serta mengambil salinan putusan yang terkait dengan 
pemecahan masalah tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Penilitian juga 
melakukan studi kepustakaan dengan cara menelaah buku-buku, literatur dan 
peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah-masalah yang 
akan dibahas dalam skripsi penulis. 
Temuan yang diperoleh dari penelitian ini antara lain adalah : (1) Penerapan 
hukum pidana terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam 
putusan Nomor 136/Pid.B/2015/PN.Mks yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, 
ke-4, dan ke-5 KUHP. (2) Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana 
terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam putusan nomor 
136/Pid.B/2015/PN.Mks  berdasarkan alat-alat bukti yakni keterangan saksi dan 
keterangan terdakwa disertai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum 
serta fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maka hakim menjatuhkan 
pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan kepada masing-masing terdakwa, 
menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan 
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 
 
 
 
 
UCAPAN TERIMA KASIH 
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Assalamu Alaikum Wr.Wb. 
 Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas berkah dan 
hidayah-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul 
“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan 
(Studi Kasus Putusan Nomor 136/Pid.B/2015/PN.Mks)” 
 Salam dan shalawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang 
telah mengajarkan ketakwaan dan kesabaran dalam menempuh hidup bagi 
penulis. Tak lupa salam dan shalawat kepada Imam Ali bin Abuthalib Amirul 
Mukminin dan keluarga, terkhusus kepada ibunda Fatihimah Az-Zahra. Para 
sahabat rasulullah dan ahlul bait yang telah memberikan spirit dan mengantar 
penulis tahu tentang arti hidup dan perjuangan menempuh cinta yang hakiki 
kepada SANG pemilik cinta. Semoga Allah SWT memberikan tempat yang layak 
disisiNya dan mempertemukan penulis di alam surga. 
 Skripsi ini, ku persembahkan kepada ibunda tercinta HJ. Hamsia dengan 
belaian kasih sayangnya telah membesarkan dan mendidik penulis dengan segala 
kerendahan hati dan doa yang selalu dipanjatkan untuk menyertai tiap langkahku 
walapun kami berada diprovinsi yang berlainan. Juga kepada ayahanda tercinta 
Bapak H. Baharuddin yang telah membantu dan menafkahiku dalam 
menyelesaikan studi penulis dengan penuh perjuangan menempuh hidup yang 
keras dan penuh rintangan ini, bahkan terkadang berat untuk dilalui dalam 
keadaan keterbatasan dan penuh ketabahan. 
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Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. 
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 BAB I  
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Akhir-akhir ini di Propinsi Sulawesi Selatan Khususnya di Kota 
Makassar terdapat kecenderungan meningkatnya kasus kejahatan terhadap 
pencurian kendaraan bermotor (Curanmor).  Kasus kejahatan curanmor di Kota 
Makassar seringkali di lakukan dengan cara bekerja sama maksudnya dalam 
hal ini, pelaku berniat mengambil barang  bersama-sama dengan kehendak 
bersama seperti misalnya kasus pencurian kendaraan bermotor yang di angkat 
penulis, dimana pelaku B masuk kedalam rumah dan mengambil barang dan 
pelaku D hanya tinggal di luar rumah untuk menjaga dan mengawasi, kalau-
kalau perbuatan mereka diketahui orang lain.  
Meningkatnya kasus kejahatan pencurian kendaraan bermotor memang 
tidak akan dapat terelakan akibat meningkatnya laju pertumbuhan kendaraan  
bermotor yang cukup tinggi di kota Makassar. Dinas Perhubungan kota 
Makassar mengatakan bahwa laju pertumbuhan kendaraan bermotor saat ini 
sudah sangatlah tidak sebanding dengan panjang jalan yang ada di Propinsi 
Sulawesi Selatan khususnya di kota Makassar, bahwa panjang jalan di kota 
Makassar sudah tidak begitu ideal lagi menampung volume kendaraan 
bermotor. Keadaan seperti itu secara tidak langsung akan membawa dampak 
terhadap perkembangan kota Makassar. Hal ini semakin dapat dibuktikan 
dengan terbatasnya lahan parkir kendaraan bermotor. Sehingga orang tidak lagi 
mengindahkan faktor keselamatan dalam memarkir kendaraannya saat ini. 
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Kelalaian dalam memperhatikan faktor keselamatan akan memudahkan 
terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Tempat parkir pinggir 
jalan, kantor, sekolah, kampus dan pusat pertokoan merupakan tempat yang 
paling rawan dalam terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor. 
Indikasi meningkatnya kejahatan pencurian kendaraan bermotor tidak 
saja disebabkan oleh laju pertumbuhan kendaraan semata, namun juga 
diperhatikan dengan pertumbuhan penduduk yang semakin hari semakin 
bertambah, sehingga tercipta kondisi pertumbuhan penduduk yang sangat 
berpengaruh terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat, terutama 
menyangkut masalah pemenuhan akan kebutuhan hidup sehari-hari. Hal ini 
mudah sekali menimbulkan kerawanan di bidang keamanan dan ketenangan 
hidup masyarakat, seperti terjadinya tindak pidana atau kejahatan. Hal tersebut 
di sebabkan oleh adanya beberapa oknum yang berpikir pendek untuk 
memenuhi kebutuhan dan keinginannya dengan jalan melakukan perbuatan-
perbuatan pencurian yang dapat merugikan orang lain. 
Suatu kenyataan hidup dalam perkembangan sejarah manusia tidak ada 
seorang yang mampu hidup menyendiri terpisah dari kelompok manusia 
lainnya, kecuali dalam keadaan terpaksa dan itupun sifatnya hanya untuk 
sementara waktu. Hidup menyendiri terlepas dari pergaulan manusia dalam 
masyarakat, hanyalah mungkin terjadi dalam dongeng belakang. Namun dalam 
kenyataanya hal itu tidak terjadi. (CST.Kansil,1980:27) 
Sudah menjadi kodrat manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat 
hidup secara sendiri-sendiri artinya dalam pergaulan hidup manusia sangat 
3 
 
tergantung pada manusia lain yaitu hasrat untuk hidup berkelompok, 
berkumpul dan berdampingan satu sama lain serta saling mengadakan 
hubungan antar sesamanya dalam masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan 
hidupnya, manusia harus berkerjasama dan mengadakan hubungan antara yang 
satu dengan yang lainnya. Namun dalam hubungan antar manusia tersebut 
terdapat perbedaan-perbedaan pendapat, tujuan dan kepentingan, sehingga 
menimbulkan pertiakaian-pertikaian antara manusia yang satu dengan manusia 
lainnya dan bahkan juga antara kelompok satu dengan kelompok lainnya. 
Keadaan seperti ini tentu saja mengganggu rasa keamanan dan kenyamanan 
hidup bersama dalam suatu masyarakat. Untuk itu dibutuhkan seperangkat 
aturan-aturan atau kaidah-kaidah yang berfungsi menciptakan dan menjaga 
hubungan dalam masyarakat agar selalu harmonis. 
Hukum merupakan suatu pranata sosial, yang berfungsi sebagai alat 
untuk mengatur masyarakat, dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan 
sebagai “peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat yang 
dikukuhkan oleh penguasa atau oleh pemerintah”. Hukum adalah himpunan 
peraturan-peraturan, yang berupah perintah atau larangan yang mengharuskan 
untuk ditaati oleh masyarakat itu. Berkaitan dengan tindak pidana Moeljatno 
merumuskan istilah perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang oleh aturan hukum 
pidana dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar 
larangan tersebut. (Moeljatno,1987:1) 
Perbuatan dapat dikatakan menjadi suatu tindak pidana apabila 
mempunyai sifat-sifat sebagai : (M. Sudrajat Bassar,1982:2) 
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a. Melawan hukum; 
b. Merugikan masyarakat; 
c. Dilarang oleh aturan pidana; 
d. Pelakunya diancam dengan pidana  
Berkenaan dengan masalah tindak pidana, maka perlulah disebut 
tentang hubungan antara perbuatan dengan orang yang melakukan perbuatan 
itu. Oleh karena hubungan antara keduanya ini sangat erat sekali, tidak 
mungkin ada suatu tindak pidana tanpa perbuatannya karena timbulnya suatu 
tindak pidana disebabkan oleh adanya orang yang berbuat. Kedua faktor ini 
penting untuk kepentingan penjatuhan pidana, oleh karena tidak setiap orang 
yang melakukan tindak pidana akan dijatuhi pidana, kecuali orang yang dapat 
dipertanggung jawabkan atas perbuatannya itu (M. Sudrajat Bassar, 1986:4) 
Pengenaan hukum pidana, adalah sebagai salah satu upaya untuk 
mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum. 
Di samping itu karena tujuannya adalah untuk mencapai kesejahteraan 
masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegakan hukum itupun 
termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional 
untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. 
Mengenai kejahatan pencurian telah diatur dalam buku kedua Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang dibedakan atas lima macam 
pencurian, yaitu: 
1. Pencurian biasa (Pasal 362 KUHP); 
2. Pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP); 
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3. Pencurian ringan (Pasal 364 KUHP); 
4. Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP); 
5. Pencurian dalam keluarga (Pasal 367 KUHP); 
Tindakan pidana pencurian yang diatur dalam pasal 363 KUHP 
dinamakan pencurian dengan kualifikasi (gequalificeerd diefstal). Wirjono 
(Hermin Hadiati, 1984:25) menerjemakan dengan “pencurian khusus” sebab 
pencurian tersebut dilakukan dengan cara tertentu. Istilah yang dirasa tepat 
adalah yang digunakan oleh R. Soesilo (1991:46) yaitu “pencurian dengan 
pemberatan” sebab dari istilah tersebut sekaligus dapat dilihat, bahwa karena 
sifatnya maka pencuri itu diperberat ancaman pidananya. 
Menurut M. Sudrajat Bassar (1986:70), tindak pidana pencurian dengan 
pemberatan termasuk pencurian istimewa, maksudnya suatu pencurian dengan 
cara tertentu dan dalam keadaan tertentu, sehingga bersifat lebih berat dan 
diancam dengan yang maksimalnya lebih tinggi. Pencurian pada waktu malam, 
unsur  ‘waktu malam’ ini memang bernada memberikan sifat lebih jahat pada 
pencurian. Pencurian oleh dua orang atau lebih bersama-sama seperti misalnya 
mereka bersama-sama mengambil barang-barang dengan kehendak bersama. 
Pengertian ‘bekerja sama’ adalah apabila setelah mereka merencanakan 
niatnya untuk bekerja sama dalam melakukan pencurian, kemudian hanya 
seorang yang masuk rumah dan mengambil barang, dan kawannya hanya 
tinggal di luar rumah untuk menjaga dan mengawasi, kalau-kalau perbuatan 
mereka diketahui orang. 
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Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merasa tertarik mengkaji dan 
menganalisis lebih dalam penerapan hukum pidana materil terhadap tindak 
pidana pencurian dengan pemberatan dengan mengangkat judul “Tinjauan 
Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan”. (Studi 
Kasus Nomor 136/Pid.B/2015/PN.Mks). 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat di 
rumuskan permasalahan sebagai berikut: 
1. Bagaimana penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana 
pencurian dengan pemberatan dalam putusan Nomor 
136/Pid.B/2015/PN.Mks? 
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan putusan bagi 
pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam putusan Nomor 
136/Pid.B/2015/PN.Mks? 
C. Tujuan  Penelitian 
Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 
1. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil terhadap tindak 
pidana pencurian dengan pemberatan dalam putusan Nomor 
136/Pid.B/2015/PN.Mks. 
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan putusan 
bagi pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan  dalam putusan 
Nomor 136/Pid.B/2015/PN.Mks. 
 
7 
 
D. Manfaat Penelitian 
1. Manfaat Secara teoritis 
Hasil penilitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu 
hukum, khususnya untuk memperluas pengetahuan dan menambah 
referensi khususnya tentang hal-hal yang berkaitan dengan tindak pidana 
pencurian dengan pemberatan. 
2. Secara Praktis 
a. Diharapkan dapat member sumbangan pemikiran kepada praktisi 
hukum dan masyarakat pada umumnya yang ingin memahami lebih 
mendalam tentang penjatuhan pidana bagi pelaku tindak pidana 
pencurian dengan pemberatan. 
b. Diharapkan dapat menjadi salah satu topic dalam diskusi lembaga 
lembaga mahasiswa pada khususnya  dan civitas akademika pada 
umumnya. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Pengertian Tinjauan Yuridis 
Tinjauan yuridis yang dimaksud adalah tinjauan dari segi hukum, 
sedangkan hukum yang penulis kaji disini adalah hukum menurut ketentuan 
pidana hukum materiil, khusus dalam tulisan ini pengertian tinjauan yuridis 
adalah suatu kajian yang membahas mengenai apa itu delik, siapa pelakunya, 
terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur delik, pertanggungjawaban pidana serta 
penerapan sanksi terhadap terdakwa pelaku tindak pidana. 
B. Tindak Pidana 
1. Pengertian Tindak Pidana  
Pengertin tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum 
Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah strafbaarfeit dan dalam kepustakaan 
tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat 
undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah 
peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. 
Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu 
pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan 
kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. 
Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa 
yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah 
diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat 
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memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan 
masyarakat. 
Para pakar asing Hukum Pidana menggunakan istilah Tindak Pidana 
atau Perbuatan Pidana atau Peristiwa Pidana dengan istilah: 
1. Strafbaar Fiet  adalah peristiwa pidana; 
2. Strafbare Handlung diterjemahkan dengan Perbuatan Pidana, yang 
digunakan oleh para sarjana Hukum Pidana Jerman; dan  
3. Criminal Act diterjemahkan dengan istilah Perbuatan Kriminal. 
Delik yang dalam bahasa Belanda disebut Strafbaarfiet, terdiri atas tiga 
kata, yaitu straf, baar dan fiet. Yang masing-masing memiliki arti: 
a. Straf diartikan sebagai pidana dan hukum, 
b. Baar diartikan sebagai dapat dan boleh, 
c. Feit diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. 
Jadi istilah Strafbaarfeit adalah peristiwa yang dapat dipidana atau 
perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan delik dalam bahasa asing disebut 
delict yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman 
(pidana). 
Andi Hamzah dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana memberikan 
defenisi mengenai delik, yakni: Delik adalah “suatu perbuatan atau tindakan 
yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (pidana)”. 
(Andi Hamzah, 1994:72-88) 
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Lanjut Moeljatno mengartikan Strafbaarfeit sebagai berikut: 
Strafbaarfeit itu sebenarnya adalah “suatu kelakuan manusia yang diancam 
pidana oleh peraturan perundang-undangan”. (Adami Chazawi, 2002:72) 
Sementara Jonkers merumuskan bahwa: Strafbaarfeit sebagai peristiwa 
pidana yang diartikannya sebagai “suatu perbuatan yang melawan hukum 
(wederrechttelijk) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang 
dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan”. (Adami Chazawi, 
2002:75) 
Strafbaarfeit juga diartikan oleh Pompe sebagaimana dikutip dari buku 
karya Lamintang, sebagai: “Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap 
tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah 
dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penja Tuhan hukuman terhadap pelaku 
tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum”. (P.A.F. Lamintang, 
1997:34) 
 Adapun Simons masih dalam buku yang sama merumuskan 
strafbaarfeit adalah: “Suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan 
dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung- jawabkan atas 
tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu 
tindakan yang dapat dihukum.” (P.A.F. Lamintang, 1997:35) 
Istilah delik (delict) dalam bahasa Belanda di sebut starfbaarfeeit di 
mana setelah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, oleh beberapa sarjana 
hukum diartikan secara berlain-lainan sehingga otomatis pengertiannya 
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berbeda. Agar lebih jelasnya, penulis mengelompokkan dalam 5 kelompok 
istilah yang lazim digunakan oleh beberapa sarjana hokum sebagai berikut: 
1. “Peristiwa pidana” digunakan oleh Andi Zainal Abidin Farid (1962:32), 
Rusli Efendi (1981:46), Utrecht (sianturi 1986:206) dan lain-lainnya; 
2. “Perbuatan pidana” digunakan oleh Moeljanto (1983:54) dan lain-lain; 
3. “Perbuatan yang boleh di hukum” digunakan oleh H.J.Van Schravendijk 
(Sianturi 1986:206) dan lain-lain; 
4. “Tindak pidana” digunakan oleh Wirjono Projodikoro (1986:55), Soesilo 
(1979:26) dan S.R Sianturi (1986:204) dan lain-lain; 
5. “Delik” digunakan oleh Andi Zainal Abidin Farid (1981:146) dan Satochid 
Karta Negara (tanpa tahun:74) dan lain-lain. 
Moeljanto beralasan bahwa digunakannya istilah “perbuatan pidana” 
karena kata “perbuatan” lazim dipergunakan dalam percakapan sehari-hari 
seperti kata perbuatan cabul, kata perbuatan jahat, dan kata perbuatan melawan 
hukum (S.R. Sianturi,1982:207).  Lebih jauh Moeljanto menegaskan bahwa 
perbuatan menunjuk ke dalam yang melakukan dan kepada akibatnya, dan kata 
perbuatan berarti dibuat oleh seseorang yang dapat dipidana adalah 
kepanjangan dari istilah yang merupakan terjemahan dari starfbaarfeit. 
(Moeljatno, 1984:56) 
Lebih jelasnya Moeljatno menyatakan sebagai berikut:  
1. Kalau Utrecht, sudah lazim memakai istilah hukum, maka hukum lalu 
berarti: berecht, diadili yang sama sekali tidak mesti berhubungan dengan 
starf, dipidana karena perkara-perkara perdata pun diberech, diadili maka 
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saya memilih untuk terjemahan strafbaar adalah istilah pidana sebagai 
singkatan dari “yang dapat dipidana”. 
2. Perkataan perbuatan berarti dibuat oleh seseorang menunjuk lain pada 
yang melakukan maupun pada akibatnya, sedangkan perkataan peristiwa 
tidak menunjuk bahwa yang melakukannya adalah “handling” atau 
“gadraging” seseorang mungkin atau mungkin juga hewan atau alam dan 
perkataan tindak berarti langkah baru dan tindak tanduk atau tingkah laku. 
(S.R. Sianturi, 1982:207) 
H.J. Van Schravendiik mengartikannya delik sebagai perbuatan yang 
boleh di hukum, sedangkan Utrecht lebih menganjurkan pemakaian istilah 
peristiwa pidana, karena istilah pidana menurut beliau meliputi perbuatan 
(andelen) atau doen positif atau melainkan (visum atau nabetan atau met doen, 
negative/ maupun akibatnya). (S.R. Sianturi, 1982:297) 
Sianturi menggunakan delik sebagai tindak pidana jelasnya Sianturi 
memberikan perumusan sebagai berikut: “Tindak pidana adalah sebagai suatu 
tindakan pada, tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau 
dihapuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang bersifat melawan 
hukum, serta dengan kesalahan di lakukan oleh seseorang (yang bertanggung 
jawab)”. (S.R. Sianturi, 1982:211)  
Sianturi berpendapat bahwa istilah tindak adalah merupakan singkatan 
dari kata “tindakan” artinya pada orang yang melakukan tindakan dinamakan 
sebagai penindak. Tindakan apa saja dilakukan semua orang, akan tetapi dalam 
banyak hal suatu tindakan hanya dapat dilakukan oleh orang-orang tertentu, 
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misalnya menurut golongan dalam pekerjaan dan menurut golongan kelamin. 
Sianturi menjelaskan bahwa menurut golongan kelamin misalnya wanita atau 
pria sedangkan menurut golongan dalam pekerjaan misalnya seperti buruh, 
pegawai dan lain-lain sebagainya, jadi status/ klasifikasi seorang penindak 
menurut Sianturi haruslah dicantumkan unsur “barang siapa”. (S.R. Sianturi, 
1982:209) 
Penggunaan terhadap istilah “tindak pidana” ini dikomentari oleh 
Moeljatno sebagai berikut: (Moeljatno,1984:209) 
Meskipun kata tindak lebih pendek dari pada kata “perbuatan” tapi 
“tindak” tidak menunjuk kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, tapi hanya 
menyatakan keadaan konkrit sebagaimana halnya dengan peristiwa dengan 
perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan, tingkah laku, gerak-gerik, sikap 
jasmani seseorang, lebih dikenal dalam tindak tanduk, tindakan dan bertindak 
dan belakangan di pakai “ditindak” oleh karena itu. Tindak sebagai kata tidak 
begitu di kenal, maka perundang- undangan yang menggunakan istilah tindak 
pidana baik dalam pasal- pasalnya sendiri maupun dalam penjelasannya 
hamper selalu di pakai kata “perbuatan”. 
Andi Zainal Abidin (1987:146) mengemukakan pada hakikatnya istilah 
yang paling tepat adalah “delik” yang berasal dari bahasa latin “delictum 
delicta” karena: 
1. Bersifat universal, semua orang di dunia ini mengenalnya; 
2. Bersifat ekonomis karena singkat; 
14 
 
3. Tidak menimbulkan kejanggalan seperti “peristiwa pidana”, “perbuatan 
pidana”(bukan peristiwa perbuatan yang di pidana, tetapi pembuatnya); dan  
4. Luas pengertiannya sehingga meliputi juga delik-delik yang diwujudkan 
oleh korporasi orang tidak kenal menurut hukum pidana ekonomi Indonesia. 
Dari beberapa istilah yang di pergunakan oleh sarjana-sarjana tersebut 
sebagai terjemahan delik (Strafbaarfeit) menurut penulis tidak mengikat. Untuk 
istilah mana yang ingin dipergunakan asalkan tidak merubah makna 
strafbaarfeit, merupakan hal yang wajar-wajar saja tergantung dari 
pemakaiannya, misalnya saja Wirjono Prodojikoro menggunakan istilah 
peristiwa pidana dalam bukunya Hukum Acara Pidana Indonesia cetakan ke V 
1962, sedangkan selama kurang lebih dua puluh tahun beliau menggunakan 
istilah “tindak pidana”. 
Demikian halnya dengan Satocid Kartanegara dimana dalam rangkaian 
kuliah beliau di Universitas Indonesia dan AHM/PTHM, menganjurkan istilah 
tindak pidana karena istilah tindak (tindakan) mencakup pengertian melakukan 
atau berbuat, (active handting) dan/atau tidak melakukan, tidak berbuat, tidak 
melakukan suatu perbuatan (passive handeling). (S.R. Sianturi,1982:207) 
Istilah perbuatan menurut Satochid adalah berarti melakukan, perbuatan 
(actieve handeling) tidak mencakup pengertian mengakibatkan/ tidak 
melakukan, istilah peristiwa tidak menunjukkan kepada hanya tindakan 
manusia. Sedangkan terjemahan pidana staarbaarfeit yang setelah membahas 
uraian tentang pengertian delik, pada akhirnya pilihannya jatuh pada istilah 
delik. 
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Bukan saja Satocid dan Wirjono yang menerjemahkan delik 
(Starbaarfeit) seperti tersebut di atas, tetapi Andi Zainal Abidin pula selama 
kurang lebih dua puluh mendalami makna Starbaarfeit. Setelah membahas 
uraian tentang pengertian delik, yang pada akhirnya pilihannya jatuh pada 
istilah delik. 
Seperti yang diungkapkan oleh seorang ahli hukum pidana yaitu 
Moeljatno yang berpendapat bahwa pengertian tindak pidana yang menurut 
istilah beliau yakini perbuatan pidana adalah: “Perbuatan yang melanggar yang 
dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) 
yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut”. 
(Moeljatno,1984:55) 
Sehubungan dengan hal pengertian tindak pidana ini Bambang 
Poernomo, berpendapat bahwa perumusan mengenai perbuatan pidana akan 
lebih lengkap apabila tersusun sebagai berikut: “Bahwa perbuatan pidana 
adalah suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hokum pidana dilarang dan 
diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.” 
Adapun perumusan tersebut yang mengandung kalimat “aturan hukum 
pidana” dimaksudkan akan memenuhi keadaan hukum di Indonesia yang masih 
mengenal kehidupan hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. 
Bambang Poernomo juga berpendapat mengenai kesimpulan dari perbuatan 
pidana yang dinyatakan hanya menunjukkan sifat perbuatan terlarang dengan 
diancam pidana. 
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Menurut Pompe bahwa ada 2 (dua) macam definisi terkait tindak 
pidana yaitu: (Andi Zainal Abidin, 1995:225) 
Definisi teoritis yaitu pelanggaran norma (kaidah dan tata hukum), yang 
diadakan karena kesalahan pelanggar, dan harus diberikan pidana untuk 
dapat mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan 
umum. 
Definisi yang bersifat perundang-undangan yaitu suatu peristiwa yang oleh 
Undang-Undang ditentukan mengandung perbuatan (handeling) dan 
pengabaian (nalaten); tidak berbuat; berbuat pasif, biasanya dilakukan di 
dalam beberapa keadaan yang merupakan bagian dari suatu peristiwa. 
Sedangkan menurut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi bahwa tindak pidana 
tersebut mempunyai 5 (lima) unsur yaitu: (E.Y Kanter & S.R. Sianturi, 
2002:211)  
a. Subjek; 
b. Kesalahan; 
c. Bersifat melawan hukum dari suatu tindakan; 
d. Suatu tindakan yang dilarang atau dihapuskan oleh Undang-Undang dan 
terdapat pelanggarannya diancam dengan pidana; dan  
e. Waktu, tempat, dan keadaan (unsur objektif lainnya). 
Maksud dan tujuan diadakannya istilah tindak pidana, perbuatan pidana, 
maupun peristiwa hukum dan sebagainnya itu adalah untuk mengalihkan 
bahasa dari istilah asing starbaar feit namun belum jelas apakah disamping 
mengalihkan bahasa dari istilah sratfbaar feit dimaksudkan untuk mengalihkan 
17 
 
makna dan pengertiannya, juga oleh karena sebagian besar kalangan ahli 
hukum belum jelas dan terperinci menerangkan pengertian istilah, ataukah 
sekedar mengalihkan bahasanya, hal ini merupakan pokok perbedaan 
pandangan, selain itu juga ditengah-tengah masyarakat juga dikenal istilah 
kejahatan yang menunjukkan pengertian perbuatan melanggar norma dengan 
mendapat reaksi masyarakat melalui putusan hakim agar dijatuhi pidana. 
Tindakan pidana juga diartikan sebagai suatu dasar yang pokok dalam 
menjatuhi pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar 
pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi 
sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu 
mengenai perbuatan pidananya sendiri, yaitu berdasarkan asas legalitas 
(Principle of legality) asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang 
dilarang dan diancam  dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu 
dalam perundang-undangan, biasanya ini lebih dikenal dalam bahasa latin 
sebagai Nullum delictum nulla poena sine praevia lege (tidak ada delik, tidak 
ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu). 
Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang 
dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Jadi untuk 
adanya kesalahan hubungan antara keadaan dengan perbuatannya yang 
menimbulkan celaan harus berupa kesengajaan atau kealpaan. Dikatakan 
bahwa kesengajaan  (dolus) dan kealpaan (culpa) adalah bentuk-bentuk 
kesalahan sedangkan istilah dari pengertian kesalahan (schuld) yang dapat 
menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana adalah karena seseorang tersebut 
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telah melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum sehingga atas 
perbuatannya tersebut maka dia harus bertanggung jawabkan atas segala 
bentuk tindak pidana yang telah dilakukannya untuk dapat diadili dan bilamana 
telah terbukti benar telah terjadinya suatu tindakan pidana yang dilakukannya, 
maka dengan begitu dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan pasal yang 
mengaturnya. 
2. Unsur-unsur Tindak Pidana 
Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana 
Tindak pidana. Tindak pidana adalah merupakan suatu pengertian yuridis, lain 
halnya dengan istilah “perbuatan jahat” atau “kejahatan” (crime atau vebrechen 
atau misdaad) yang bisa diartikan secara yuridis (hukum atau secara 
kriminologis) (Sudarto, 1990: 24). Pengertian unsur tidak pidana hendakya 
dibedakan dari pengertian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tersebut 
dalam rumusan undang-undang. Pengertian yang perama (unsur), ialah lebih 
luas dari yang kedua (unsur-unsur). Misalnya unsur-unsur (dalam arti sempit) 
dari tindak pidana pencurian biasa, ialah yang tercantum dalam Pasal 362 
KUHP. (Sudarto, 1990: 43) 
Sedangkan P.A.F. Lamintang (1984: 123) mengatakan bahwa setiap 
tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya 
menjadi dua macam, yaitu unsur-unsur subjektif dan objektif. Yang dimaksud 
unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau 
yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu 
segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud 
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unsur objektif itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-
keadaan, yaitu keadaan-keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus 
dilakukan. 
Setelah mengetahui definisi dan pengertian yang lebih mendalam dari 
tindak pidana itu sendiri, maka di dalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-
unsur tindak pidana, yaitu :  
Unsur-unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah :  
1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus/culpa); 
2. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau poging seperti yang 
dimaksud dalam Pasal 53 (1) KUHP; 
3. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di 
dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan 
dan lain-lain; 
4. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad seperti yang 
misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 
KUHP; dan  
5. Perasaan takut atau vrees seperti yang antara lain terdapat di dalam 
rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP. 
Sedangkan unsur-unsur dari sesuatu tindak pidana itu adalah :  
a. sifat melanggar hukum; 
b. kualitas dari si pelaku; 
c. kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab 
dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat. (P.A.F. Lamintang, 1984: 184) 
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Selanjutnya di dalam kuliah-kuliah, Kartanegara menggunakan 
perkataan “unsur” sebagaimana kumpulan bagi apa yang disebut bestandel dan 
element. (P.A.F. Lamintang, 1984: 186).Berkaitan dengan pengertian unsur-
unsur tindak pidana (strafbaar feit) ada beberapa pendapat para sarjana yaitu 
pengertian unsur-unsur tindak pidana menurut aliran monistis dan menurut 
aliran dualistis.  
Para sarjana yang berpandangan aliran monistis, yaitu :  
a. Simons  
Unsur-unsur Strafbaar feit adalah :  
1 perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau 
membiarkan;  
2 diancam dengan pidana (strafbaar gesteld);  
3 melawan hukum (onrechtmatig);  
4 dilakukan dengan kesalahan (met schuld in verband staand); 
5 oleh orang yang mempu bertanggung jawab (teorekeningsvatbaar 
persoon).  
Simons mengatakan adanya unsur objektif dan unsur subjektif dari 
stafbaar feit adalah :  
1. Yang dimaksud dengan unsur objektif ialah : perbuatan orang; 
2. Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu; 
3. Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan-perbuatan itu 
seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat “openbaar´atau “di muka umum”.  
Sedangkan unsur subjektif dari strafbaar feit adalah :  
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1. orangnya mampu bertanggung jawab;  
2. adanya kesalahan (dolus atau culpa). Perbuatan harus dilakukan dengan 
kesalahan.  
Kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau 
dengan keadaan-keadaan mana perbuatan itu dilakukan. 
b. Van Hamel 
Strafbaar feit adalah Een wettelijk omschre ven menschelijke gedraging, 
onrechmatig, strafwardig en aan schuld te wijten.  
Jadi unsur-unsurnya :  
1. perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang;  
2. bersifat melawan hukum; 
3. dilakukan dengan kesalahan; dan  
4. patut dipidana. 
c. Mezger 
Tindak pidana adalah keseluruhan syarat untuk adanya pidana, dengan 
demikian unsur-unsurnya adalah :  
1. perbuatan dalam arti yang luas dari manusia (aktif atau membiarkan); 
2. sifat melawan hukum (baik bersifat obyektif maupun bersifat subjektif); 
3. dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang;dan  
4. diancam dengan pidana.  
d. Wirjono Prodjodikoro 
Beliau mengemukakan definisi pendek yakni : tindak pidana berarti suatu 
perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana. (Sudarto, 1990: 25) 
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Dari pendapat beberapa sarjana yang beraliran monistis tersebut dapat 
disimpulkan bahwa tidak adanya pemisahan antara criminal act dan criminal 
reponsibility. 
Sedangkan pandangan para sarjana yang beraliran dualistis tentang 
adanya unsur-unsur tindak pidana, yaitu :  
a. Vos  
Strafbaar feit hanya berunsurkan :  
1. Kelakuan manusia; dan  
2. Diancam pidana dalam undang-undang  
b. Pompe  
Menurut hukum positif strafbaar feit adalah tidak lain dari feit, yang 
diancam pidan adalam ketenteuan undang-undang, jadi perbuatan itu 
adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum, dilakukan dengan 
kesalahan dan diancam pidana.  
c. Moeljatno  
Dalam pidato Dies Natalis tersebut beliau mememberikan arti tentang 
strafbaar feit, yaitu sebagai perbuatan yang diancam dengan pidana, 
barang siapa melanggar larangan tersebut. Untuk adanya perbuatan pidana 
harus ada unsur-unsur :  
1. perbuatan (manusia); 
2. yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (ini merupakan syarat 
formal dan; 
3. bersifat melawan hukum (ini merupakan syarat materiil).  
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Jadi dari pandangan sarjana yang beraliran dualistis ini ada pemisahan 
antara criminal act dan criminal responsibility. (Sudarto, 1990: 26). 
Menurut Mezger yang dikutip oleh Sudarto (1990: 5) mengatakan 
Hukum Pidana dapat didefinisikan sebagai aturan hukum, yang mengikatkan 
kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat 
yang berupa pidana. Jadi pada dasarnya Hukum Pidana berpokok kepada 2 
(dua) hal, ialah : 
a. Perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.  
Dengan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu itu 
dimaksudkan perbuatan yang dilakukan oleh orang, yang memungkinkan 
adanya pemberian pidana. Perbuatan semacam itu dapat disebut perbuatan 
yang dapat dipidana atau disingkat perbuatan jahat (Verbrechen atau 
Crime). Oleh karena dalam perbuatan jahat ini harus ada orang yang 
melakukannya, maka persoalan tentang perbuatan tertentu itu diperinci 
menjadi dua, ialah perbuatan yang dilarang dan orang yang melanggar 
larangan itu.  
b. Pidana 
Pidana ialah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang 
yang melakukan perbuatan memenuhi syarat-syarat tertentu itu. Di dalam 
hukum pidana modern, pidana ini juga meliputi apa yang disebut tindakan 
tata tertib (tuchtmaatregel, Masznahme) 
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Di dalam ilmu pengetahuan hukum adat Ter Haar memakai istilah 
(adat) reaksi. Di dalam KUHP yang sekarang berlaku jenis-jenis pidana yang 
dapat diterapkan tercantum dalam Pasal 10 KUHP yaitu :  
a. Pidana Pokok,  
1. Pidana mati,  
2. Pidana penjara,  
3. Kurungan,  
4. Denda  
b. Pidana tambahan:  
1. pencabutan hak-hak tertentu,  
2. perampasan barang-barang tertentu,  
3. pengumuman putusan hakim. (Sudarto, 1990: 5) 
Berkaitan dengan pengertian hukum pidana, Simons memberikan 
definisi bahwa : 
1. Keseluruhan larangan atau perintah yang oleh Negara diancam dengan 
nestapa yaitu suatu pidana apabila tidak ditaati.  
2. Keseluruhan peraturan yang menetapkan syarat-syarat untuk penjatuhan 
pidana, dan;  
3. Keseluruhan ketentuan yang memberikan dasar untuk penjatuhan dan 
penerapan pidana. (Sudarto, 1990: 5) 
Di samping itu Van Hamel mengatakan bahwa hukum pidana adalah 
keseluruhan dasar dan aturan yang dianut oleh negara dalam kewajibannya 
untuk menegakkan hukum, yakni dengan melarang apa yang bertentangan 
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dengan hukum (onrecht) dan mengenakan suatu nestapa (penderitaan) kepada 
yang melanggar larangan tersebut. Pengertian hukum pidana tersebut disebut 
juga ius poenale. (Sudarto, 1990: 5) 
Dari pengertian mengenai hukum pidana tersebut di atas, maka dapat 
didefinisikan bahwa Hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana. 
Kata Pidana berarti hal yang dipidanakan, yaitu yang oleh instansi yang 
berkuasa dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak 
dirasakannya dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan.  
Adanya berbagai istilah tersebut menurut Poernomo sebagai akibat dari 
adanya pengaruh bahasa dari “strafbaar feit” ke dalam bahasa Indonesia. 
Namun di sini belum jelas apakah alih bahasa tersebut dimaksudkan juga untuk 
mengalihkan makna dari pengertiannya. (Bambang Poernomo, 1982: 125) 
Berkaitan dengan fungsi hukum pidana, Sudarto mengatakan fungsi 
hukum pidana dapat dibedakan menjadi 2 (dua) fungsi, yaitu: 
a. Fungsi hukum pidana yang bersifat umum  
Oleh karena hukum pidana merupakan sebagian dari keseluruhan lapangan 
hukum, maka fungsi hukum pidana juga sama dengan fungsi hukum pada 
umumnya, ialah mengatur hidup kemasyarakatan atau menyelenggarakan 
tata dalam masyarakat. Hukum hanya memperhatikan perbuatan-perbuatan 
yang “sozialrelevent” artinya ada sangkut pautnya dengan masyarakat ia 
pada dasarnya tidak mengatur sikap batin seseorang yang bersangkutan 
dengan tata susila. Demikian juga hukum pidana. Sangat mungkin ada 
perbuatan seseorang yang sangat tercela dan berentangan dengan 
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kesusilaan, akan tetapi hukum pidana/negara tidak turun tangan/campur 
tangan, karena tidak dinyatakan secara tegas di dalam aturan hukum atau 
hukum yang benar-benar hidup dalam masyarakat. Di samping itu, seperti 
pada lapangan hukum lainnya, hukum pidanapun tidak hanya mengatur 
masyarakat begitu saja, akan tetapi juga mengaturnya secara patut dan 
bermanfaat (zweckmassing). Ini sejalan dengan anggapan bahwa hukum 
dapat digunakan sebagai sarana untuk menuju ke policy dalam bidang 
ekonomi, sosial dan kebudayaan. Dengan demikian hukum pidana harus 
dapat menyelenggarakan masyarakat yang tata tenteram kerta raharja.  
b. Hukum Pidana yang Bersifat Khusus.  
Fungsi yang khusus bagi hukum pidana ialah melindungi kepentingan 
hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya 
(Rechtsguterchutz) dengan sanksi yang berupa pidana yang sifatnya ialah 
tajam, jika dibandingkan dengan sanksi yang terdapat pada cabang-cabang 
hukum lainnya. Kepentingan-kepentingan hukum (benda-beda hukum) ini 
boleh dari orang seorang dari badan atau dari kolektiva, misalnya 
masyarakat, negara, dan sebagainya. Sanksi yang tajam itu dapat mengenai 
harta benda, kehormatan, badan dan kadang-kadang nyawa seseorang yang 
memperkosa benda-benda hukum itu.  
Dengan demikian hukum pidana itu memberi aturan-aturan untuk 
menanggulangi perbuatan jahat. (Sudarto, 1990: 7) 
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3. Jenis-jenis Tindak Pidana  
Membagi suatu kelompok benda atau manusia dalam jenis-jenis 
tertentu atau mengklasifikasikan dapat sangat bermacam-macam sesuai dengan 
kehendak yang mengklasifikasikan atau mengelompokkan, yaitu menurut dasar 
apa yang diinginkan, demikian pula halnya dengan tindak pidana. (Taguh 
Prasetyo, 2010 : 55) 
Menurut sistem KUHP kita tindak pidana dibagi atas kejahatan 
(misdrijven) dan pelanggaran(overtredingen). Pembagian dalam dua jenis ini, 
tidak ditentukan dengan nyata-nyata dalam suatu pasal KUHP, tetapi sudah 
dianggap demikian adanya. Dalam Buku II KUHP diatur tentang Kejahatan 
sedangkan dalam Buku III diatur tentang Pelanggaran. Dengan kata lain KUHP 
tidak memberikan kriteria mengenai pembedaan jenis tindak pidana tersebut, 
tetapi KHUP hanya memasukan dalam kelompok pertama kejahatan dan 
kelompok kedua pelanggaran. (Sudarto, 1990: 50) 
Di dalam ilmu pengetahuan untuk mencari secara intensif ukuran kedua 
jenis tindak pidana tersebut, didapati ukuran dua jenis delik, ialah  
1. Perbedaan jenis tindak pidana yang bersifat kualitatif  
a. Rechtsdelicten  
ialah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah 
perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak, 
jadi yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai bertentangan 
dengan keadilan, misal : pembunuhan, pencurian. Delik-delik semacam 
ini disebut “kejahatan”.  
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b. Wetsdelicten  
ialah perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai tindak pidana, 
karena undang-undang menyebutnya sebagai delik, jadi karena ada 
undang-undang mengancamnya dengan pidana. Misal memparkir mobil 
di sebelah kanan jalan (mala quita prohibita). Delik-delik semacam ini 
disebut “pelanggaran”.  
Perbedaan secara kualitatif ini tidak dapat diterima sebab ada 
kejahatan, yang baru disadari sebagai delik, karena tercantum dalam 
undang-undang pidana, jadi sebenarnya tidak segera dirasakan sebagai 
bertentangan dengan rasa keadilan. Dan sebaliknya ada “pelanggaran”, 
yang memang benar-benar dirasakan bertentangan dengan rasa keadilan. 
Oleh karena perbedaan secara demikian itu tidak memuaskan, maka dicari 
ukuran lain (Sudarto, 1990: 33). 
Antara kedua jenis delik itu ada perbedaan yang bersifat kualitatif. 
Pendirian ini hanya meletakkan kriterium pada perbedaan yang dilihat dari 
segi kriminologi, ialah “pelanggaran” itu lebih ringan daripada 
“kajahatan”. (Sudarto, 1990: 51). 
2. Delik formil dan delik materiil  
Delik formal adalah delik yang dianggap selesai dengan 
dilakukannya perbuatan itu, atau dengan perkataan lain titik beratnya 
berada pada perbuatan itu sendiri. Tidak dipemasalahsalahkan apakah 
perbuatannya, sedangkan akibatnya hanya merupakan aksedentalia (hal 
yang kebetulan). Sebaliknya di dalam delik materiil titik beratnya pada 
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akibat yang dilarang, delik itu dianggap selesai jika akibatnya sudah 
terjadi, bagaimana cara melakukan perbuatan itu tidak menjadi masalah. 
(Teguh Prasetyo, 2010 : 57) 
Selanjutnya Sudarto mengatakan :  
Delik formil, ialah delik yang perumusannya dititikberatkan pada 
perbuatan yang dilarang. Delik tersebut telah selesai dengan dilakukannya 
perbuatan seperti tercantum dalam rumusan delik, misalnya, Pasal 160, 
Pasal 362 KUHP dll..  
Sedangkan delik materiil, adalah delik yang permusannya 
dititikberatkan kepada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang). Delik ini 
baru selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki itu telah terjadi. Kalau 
belum, maka paling banyak hanya ada percobaan, misal Pasal 338 KUHP. 
(Sudarto, 1990: 34) 
3. Delik Dolus dan Delik Culpa  
Dolus dan culpa merupakan bentuk kesalahan (sculd) .  
a. Delik Dolus : delik yang memuat unsur kesengajaan, rumusan 
kesengajaan itu mungkin dengan kata-kata yang tegas. Misalnya kata 
dengan sengaja, tetapi mungkin juga dengan kata-kata lain yang 
senada, seperti “….diketahuinya dan sebagainya. Contoh : Pasal 187, 
Pasal 197, Pasal 245, Pasal 263, Pasal 310, dan Pasal 338 KUHP.  
b. Delik Culpa : delik yang memuat kealpaan sebagai salah satu unsur, 
misalnya : Pasal 195, Pasal 197, Pasal 201, Pasal 231 ayat (4) dan 
Pasal 359, Pasal 360 KUHP. (Sudarto, 1990: 51) 
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4. Delik Commissionis, delik Ommissionis dan delik Commissionis 
perommisionis commissa. 
Pelanggaran hukum dapat berbentuk berbuatau sesuatu yang 
dilarang atau tidak berbuat sesuatu yang seharusnya (to commit = 
melakukan; to omit = meniadakan).  
a. Delik Commissionis : delik yang berupa pelanggaran terhadap 
larangan, ialah berbuat sesuatu yang dilarang, pencurian, penggelapan, 
penipuan.  
b. Delik Ommisionis: delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, 
misal : tidak menghadap sebagai saksi di muka pengadilan (Pasal 552 
KUHP), tidak menolong orang yang memerlukan pertolongan (Pasal 
531 KUHP).  
c. Delik Commissionis per ommissionis commissa: delik yang berupa 
pelangaran larangan (dua delik commisionis), akan tetapi dapat 
dilakukan dengan cara tidak berbuat. Misal : seorang ibu yang 
membunuh anaknya dengan tidak memberi air susu (Pasal 338, dan 
Pasal 340 KUHP), seorang penjaga wissel yang menyebabkan 
kecelakaan kereta api dengan sengaja tidak memindahkan wissel 
(Pasal 194 KUHP). (Sudarto, 1990: 52) 
5. Delik tungal dan delik berganda  
a. Delik tunggal : delik yang cukup dilakukan dengan perbuatan satu kali  
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b. Delik berganda : delik baru yang merupakan delik, apabila dilakukan 
beberapa kali perbuatan, misal Pasal 481 KUHAP (penahanan sebagai 
kebiasaan). (Sudarto, 1990: 52) 
6. Delik yang berlangsung terus dan delik yang tidak berlangsung terus 
(voortdurende en niet voortdurende (aflopende delicten)).  
Delik yang berlangsung terus adalah delik yang mempunyai ciri 
bahwa keadaan terlarang berlangsung terus, misalnya merampas 
kemerdekaan seseorang (Pasal 333 KUHP).  
7.  Delik aduan dan bukan delik aduan 
Delik aduan (klachtdelic) adalah tindak pidana yang penututnya 
hanya dilakukan atas dasar adanya pengaduan dari pihak yang 
berkepentingan atau terkena.  
a. Delik aduan: delik yang penuntutannya hanya dilakukan apabila ada 
pengaduan dari pihak yang terkena, misal : penghinaan (Pasal 310 dan 
seterusnya jo Pasal 319 KUHP), perzinahan (Pasal 284 KUHP), 
chantage (perampasan dengan ancaman pencemaran, Pasal 335 ayat 
(1) ke-2 KUHP jo ayat (2). (Sudarto, 1990: 63) 
b. Bukan delik aduan : delik yang penuntutannya tidak memerlukan 
adanya pengaduan. (Sudarto, 1990: 53) 
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8. Delik ekonomi (biasanya disebut tindak pidana ekonomi) dan bukan 
delik ekonomi.  
Apa yang disebut tindak pidana ekonomi itu terdapat dalam Pasal 1 
Undang-Undang Darurat No. 7 tahun 1955, UU Darurat tentang Tindak 
Pidana Ekonomi (Sudarto, 1990: 53).  
9. Kejahatan Ringan  
Dalam KUHP, kejahatan-kejahatan ringan antara lain : Pasal 364, 
Pasal 373, Pasal 375, Pasal 482, Pasal 384, Pasal 352, Pasal 302 ayat (1), 
Pasal 315, dan Pasal 407 KUHP. (Sudarto, 1990: 53) 
 
C. Tindak Pidana Pencurian  
1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian  
Salah satu bentuk kejahatan yang tercantum dalam Bukum Kedua 
KUHP adalah tindak pidana pencurian yang secara khusus diatur dalam Bab 
XXII Pasal 362-367 KUHP. Mengenai tindak pidana pencurian ini ada salah 
satu pengkualifikasian dengan bentuk pencurian dengan pemberatan, 
khususnya yang diatur dalam Pasal 363 dan Pasal 365 KUHP. Pencurian secara 
umum dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP yang berbunyi sebagai berikut: 
(P.A.F. Lamintang, 1989:1) 
Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau 
sebagaian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara 
melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling 
lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh mpiah.  
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Kaitannya dengan masalah kejahatan pencurian, di Indonesia mengenai 
tindak pidana pencurian diatur dalam KUHP, yang dibedakan atas 5 (lima) 
macam pencurian: 
a. Pencurian biasa (Pasal 362 KUHP)  
Perumusan pencurian biasa diatur dalam Pasal 362 KUHP yang 
menyatakan sebagai berikut: (Moeljatno, 1987:128)  
“Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian 
kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan 
hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 
lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”. 
Berdasarkan rumusan tersebut di atas, maka unsur-unsur tindak 
pidana pencurian (biasa) adalah sebagai berikut:  
1. Unsur obyektif, yang meliputi unsur-unsur:  
a. mengambil; 
b. suatu barang; dan  
c. yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.  
2. Unsur subyektif, yang meliputi unsur-unsur:  
a. dengan maksud;  
b. untuk memiliki barang/benda tersebut untuk dirinya sendiri; dan  
c. secara melawan hukum. 
b. Pencurian dengan pemberatan (Pasa! 363 KUHP)  
Istilah "pencurian dengan pemberatan" biasanya secara doktrinal 
disebut sebagai "pencurian yang dikualifikasikan". Pencurian yang 
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dikualifikasikan ini menunjuk pada suatu pencurian yang dilakukan 
dengan cara-cara tertentu atau dalam keadaan tertentu, sehingga bersifat 
lebih berat dan karenanya diancam dengan pidana yang lebih berat pula 
dari pencurian biasa. Oleh karena pencurian yang dikualifikasikan tersebut 
merupakan pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu dan dalam 
keadaan tertentu yang bersifat memberatkan, maka pembuktian terhadap 
unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan harus diawali 
dengan membuktikan pencurian dalam bentuk pokoknya. 
Berdasarkan rumusan yang terdapat dalam Pasal 363 KUHP, maka 
unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan adalah:  
1. Unsur-unsur pencurian Pasal 362 KUHP  
2. Unsur yang memberatkan, dalam Pasal 363 KUHP yang meliputi:  
a. Pencurian ternak (Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP);  
b. Pencurian pada waktu ada kebakaran, peletusan, banjir, gempa 
bumi atau gempa laut, peletusan gunung api, kapal karam, kapal 
terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan, atau 
bahaya perang (Pasal 363 ayat (1) ke-2 KUHP);  
c. Pencurian di waktu waktu malam dalam sebuah rumah atau 
pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh 
orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki 
oleh yang berhak (Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP);  
d. Pencurian yang dilakukan oieh dua orang yang bersekutu (Pasal 
363 ayat (1) ke-4 KUHP);  
35 
 
e. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau 
untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan 
merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai kunci 
palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu (Pasal 363 ayat (1) 
ke-5 KUHP). 
c. Pencurian ringan (Pasal 364 KUHP) 
Pencurian ringan adalah pencurian yang memiliki unsur-unsur dari 
pencurian di dalam bentuknya yang pokok, yang karena ditambah dengan 
unsur-unsur lain (yang meringankan), ancaman pidananya menjadi 
diperingan. Perumusan pencurian ringan diatur dalam Pasal 364 KUHP 
yang menyatakan (Moeljatno, 1987:129):  
Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan pasal 363 ke-4, 
begitupun perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 ke-5, apabila tidak 
dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada 
rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari puluh lima 
rupiah, dikenai, karena pencurian ringan, pidana penjara paling lama tiga 
bulan atau denda paling banyak enam puluh rupiah.  
Berdasarkan rumusan pada Pasal 364 KUHP di atas, maka unsur-
unsur dalam pencurian ringan adalah:  
1. Pencurian dalam bentuknya yang pokok (Pasal 362 KUHP);  
2. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-
sama (Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP); 
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3. Pencurian yang dilakukan dengan membongkar, merusak atau 
memanjat, dengan anak kunci, perintah palsu atau seragam palsu;  
4. Tidak dilakukan dalam sebuah rumah;  
5. Tidak dilakukan dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya; dan  
6. Apabila harga barang yang dicurinya itu tidak lebih dari dua puluh 
lima rupiah.  
d. Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP)  
Jenis pencurian yang diatur dalam Pasal 365 KUHP lazim disebut 
dengan istilah "pencurian dengan kekerasan" atau populer dengan istilah 
"curas". Ketentuan Pasal 365 KUHP selengkapnya adalah sebagai berikut 
(Moeljatno, 1987:130):  
1. Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, pencurian 
yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman 
kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau 
mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk 
memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk 
tetap menguasai barang yang dicurinya.  
2. Diancam dengan pidana penjara paling lama dua betas tahun:  
ke-1. jika perbuatan dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah 
atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dijalan umum, 
atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;  
ke-2. jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan 
bersekutu;  
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ke-3. jika masuknya ke tempat melakukan kejahatan, dengan merusak 
atau memanjat atau dengan memakai anak kunci paisu, perintah 
palsu atau pakaian seragam palsu;  
ke-4. jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat. 
3. Jika perbuatan mengakibatkan mati, maka dikenakan pidana penjara 
paling lama lima belas tahun.  
4. Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau 
selama waktu tertentu paling lama dua puiuh tahun, jika perbuatan 
mengakibatkan luka berat atau mati dan dilakukan oleh dua orang atau 
lebih dengan bersekutu, jika disertai oleh salah satu hal yang 
diterangkan dalam point 1 dan 3. 
e. Pencurian dalam keluarga (Pasal 367 KUHP)  
Pencurian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 367 KUHP 
ini merupakan pencurian di kalangan keluarga. Artinya baik pelaku 
maupun korbannya masih dalam satu keluarga. Pencurian dalam Pasal 367 
KUHP akan terjadi apabila seorang suami atau istri melakukan (sendiri) 
atau membantu (orang lain) pencurian terhadap harta benda istri atau 
suaminya.  
Moeljatno (1987:130) mengemukakan bahwa Berdasarkan 
ketentuan Pasal 367 ayat (1) KUHP apabila suami-isteri tersebut masih 
dalam ikatan perkawinan yang utuh, tidak terpisah meja atau tempat tidur 
juga tidak terpisah harta kekayannya, maka pencurian atau membantu 
pencurian yang dilakukan oleh mereka mutlak tidak dapat dilakukan 
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penuntutan. Tetapi apabiia dalam pencurian yang dilakukan oleh suami 
atau isteri terhadap harta benda isteri atau suami ada orang lain (bukan 
sebagai anggota keluarga) baik sebagai pelaku maupun sebagai pembantu, 
maka terhadap orang ini tetap dapat dilakukan penuntutan, sekalipun tidak 
ada pengaduan. 
2. Unsur-unsur Tindak Pidana Pencurian  
Unsur-unsur tindak pidana pencurian menurut P.A.F. Lamintang 
(1984:1) yaitu: “Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok seperti yang 
diatur dalam Pasal 362 KUHP tersebut di atas itu terdiri dari unsur subyektif 
dan unsur obyektif:” 
a. Unsur subyektif  
"met het oogmerk om het zich wederrehtelijk toe te eigenen" atau dengan 
maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum;  
b. Unsur obyektif  
1. "hij" atau barangsiapa;  
2. "wegnemen" atau mengambil;  
3. "eeniggoed" atau sesuatu benda; dan  
4. "dat geheel of gedeettelijk aan een ander toebehoort" atau yang 
sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain. 
P.A.F. Lamintang (1984:8) menambahkan:  
Unsur-unsur tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 363 KUHP. 
Seperti telah diketahui "unsur obyektif pertama" dari tindak pidana yang 
diatur dalam Pasal 362 KUHP itu ialah "hij", yang lazim diterjemahkan ke 
dalam Bahasa Indonesia dengan kata "barangsiapa". Kata "hij" tersebut 
menunjukkan orang, yang apabila ia memenuhi semua unsur tindak pidana 
yang diatur dalam pasal tersebut maka karena bersalah telah melakukan 
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tindak pidana pencurian, ia dapat dipidana dengan pidana penjara selama-
lamanya lima tahun atau pidana denda setingi-tingginya sembiian ratus 
rupiah”.  
 
Sedangkan Hermin Hadiati (1984:20), mengemukakan:  
"Unsur obyektif yang kedua" dari tindak pidana pencurian adalah perbuatan 
'mengambir dari tempat di mana barang tersebut terletak. Oleh karena di 
dalam kata "mengambil" sudah tersimpul pengertian "sengaja" maka 
undang-undang tidak menyebutkan "dengan sengaja mengambil". Kalau kita 
mendengar kata "mengambil" maka pertama terpikir oleh kita adalah 
membawa sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain. Perbuatan 
"mengambir tidak cukup apabila si pelaku hanya memegang barangnya saja, 
akan tetapi si pelaku harus melakukan suatu perbuatan sehingga barang 
yang dimaksud jatuh di dalam kekuasaannya. 
 
Kaitannya dengan unsur "mengambil", Moch. Anwar (1986:12) 
mengemukakan pendapatnya tentang 'mengambil' dari tindak pidana pencurian 
sebagai berikut:  
Unsur "mengambil" mengalami berbagai penafsiran se suai dengan 
perkembangan masyarakat. "Mengambil" pada mulanya diartikan 
memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain, ini berarti 
membawa barang di bawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan 
"mengambil" berarti perbuatan yang mengakibatkan barang berada di 
bawahkekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang itu 
beradadi luar kekuasaan pemiliknya. Tetapi hal ini tidak selalu demikian, 
sehingga tidak perlu disertai akibat dilepaskannya dari kekuasaan pemilik. 
 
Mengenai pengertian unsur "mengambil" yang diberikan oleh P.A.F. 
Lamintang (1989:12), sebagai berikut:  
Perlu diketahui bahwa baik undang-undang maupun pembentuk undang-
undang ternyata tidak pernah memberikan suatu penjelasan tentang yang 
dimaksud dengan perbuatan "mengambil", sedangkan menurut pengertian 
sehari-hari kata "mengambil" itu sendiri mempunyai lebih dari satu arti, 
yakni:  
a. mengambil dari tempat di mana suatu benda itu semula berada;  
b. mengambil suatu benda dari penguasaan orang lain. Sehingga dapat 
dimengerti jika di dalam doktrin kemudian telah timbul berbagai 
pendapat tentang kata "mengambil" tersebut.  
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Sarjana lain yang memberikan pengertian tentang perbuatan 
"mengambil" diantaranya adalah Simons, pengertiannya adalah sebagai 
berikut: (P.A.F. Lamintang, 1989:13)  
Mengambil itu ialah membawa suatu benda menjadi berada dalam 
penguasannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada di bawah 
kekuasaannya yang nyata, dengan kata lain, pada waktu peiaku melakukan 
perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasannya.  
 
Karena tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 362 KUHP itu 
adalah merupakan suatu "tindak pidana formil", maka tindak pidana tersebut 
harus dianggap telah seiesai dilakukan oleh pelakunya yaitu segera setelah 
peiaku tersebut melakukan perbuatan "mengambil" seperti yang dilarang untuk 
dilakukan orang di dalam Pasal 362 KUHP. 
Selanjutnya mengenai unsur obyektif ketiga, P.A.F. Lamintang 
(1989:16-17) menjelaskan bahwa:  
"Unsur obyektif ketiga" dari tindak pidana pencurian yang diatur dalam 
Pasal 362 KUHP itu ialah "eenig goed" atau "suatu benda". Kata "goed" 
atau 'benda' itu oleh para pembentuk Kitab Undag-undang Hukum Pidana 
yang berlaku di Indonesia dewasa ini, ternyata bukan hanya dipakai di 
dalam rumusan Pasal 362 KUHP saja melainkan juga di dalamrumusan-
rumusan dari Iain-Iain tindak pidana, seperti pemerasan, penggel apan, 
penipuan, pengrusakan, dan lain-lain. Pada waktu Pasal 362 KUHP tertentu, 
orang hanya bermaksud untuk mengartikan kata "goed" yang terdapat di 
dalam rumusannya, semata-mata sebagai "stoffelijk en reorend god" atau 
sebagai 'sebagai benda yang berwujud dan menurut sifatnya dapat 
dipindahkan'.  
 
Tentang pengertian "barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan 
orang lain" terhadap pengertian tersebut, Moch. Anwar (1986:18) 
mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:  
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Pengertian barang telah mengalami proses perkembangan. Dari arti barang 
yang berwujud menjadi setiap barang yang menjadi bagian dari harta 
kekayaan. Semula barang ditafsirkan sebagai barang-barang yang berwujud 
dan dapat dipindahkan (barang bergerak). Tetapi kemudian ditafsirkan 
sebagai setiap bagian dari harta benda seseorang. Dengan demikian barang 
itu harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai didalam 
kehidupan ekonomi dari seseorang. Barang tidak perlu kepunyaan orang lain 
pada keseluruhannya sedangkan obyek pencurian, atau sebagain lagi adalah 
kepunyaan pelaku sendiri. Barang yang tidak ada pemiliknya tidak dapat 
menjadi obyek pencurian, yaitu barang-barang dalam keadaan "res nellius' 
dan res derelictae".  
 
Menurut R. Soesiio (1984:118) yang dimaksud dengan "barang" adalah:  
segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang (manusia tidak). 
Bukan barang yang tidak bergerak (onroerend goed), tetapi yang dapat 
bergerak (roerend goed), karena dalam pencurian barang itu harus dapat 
dipindahkan. Pencurian tidak dapat terjadi terhadap barang-barang yang 
tidak bergerak seperti tanah, sawah, gedung, dan sebagainya. 
 
Berkenaan dengan kenyataan-kenyataan sebagaimana tersebut di atas, 
Simons (PAF. Lamintang, 1989: 21) mengatakan bahwa "Segala sesuatu yang 
merupakan bagian dari harta kekayaan (seseorang) yang dapat diambil (oleh 
orang lain) itu, dapat menjadi obyek tindak pidana pencurian". Dari kata-kata 
"segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan" di atas 
dapatdisimpulkan, bahwa dapat menjadi obyek tindak pidana pencurian itu 
hanyalah benda-benda yang ada pemiliknya saja.  
Moch. Anwar (1986:19) menjeiaskan pengertian "dengan maksud 
melawan hukum":  
istilah ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk 
memiliki barang secara melawan hukum. Melawan hukum di sini diartikan 
sebagai perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan 
sendiri dari pelaku. Pelaku Harus sadar, bahwa yang diambilnya adalah 
milik orang lain.  
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Lebih lanjut mengenai pengertian "memiliki barang bagi diri sendiri" 
Moch. Anwar (1986:19) berpendapat sebagai berikut:  
Memiliki bagi diri sendiri adalah setiap perbuatanpenguasaan atas barang 
tersebut, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan pemiliknya, 
sedangkan ia bukanlah pemiliknya. Maksud memiliki barang bagi diri 
sendiri itu terwujud dalam berbagai jenis perbuatan, yaitu menjual, 
memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, 
merubahnya, dan sebagainya. Pendeknya setiap penggunaan atas 
barangyang dilakukan pelaku seakan-akan pemilik, sedangkan ia bukan 
pemilik. Maksud untuk memiliki barang itu tidak perlu terlaksana, cukup 
apabila maksud itu ada. Meskipun barang itu belum sempat dipergunakan, 
misainya sudah tertangkap dulu, karena kejahatan pencurian telah selesai 
terlaksanadengan selesainya perbuatan mengambil barang. 
 
Sejalan dengan pendapat di atas, R. Soesilo (1984:119) mengemukakan 
pendapatnya sebagai berikut:  
Pengambilan Harus dilakukan dengan maksud hendak memiliki barang itu 
dengan melawan hukum. 'Memiliki' artinya bertindak sebagai orang yang 
punya, sedangkan 'melawanhukum' berarti tidak berhak, bertentangan 
dengan hak orang lain, tidak minta ijin terlebih dahulu.  
 
Kata-kata "memiliki secara melawan hukum" itu sendiri mempunyai 
arti yang jauh lebih Iuas dari sekedar apa yang disebut "zich toeeigenen", 
karena termasuk dalam pengertiannya antara lain ialah "cara" untuk dapat 
memiliki suatu barang. (P.A.F. Lamintang, 1989:31) 
D. Tinjauan Umum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dalam Keadaan 
Yang Memberatkan 
1. Pengertian terhadap "Dalam Keadaan Memberatkan" 
Pencurian dalam keadaan memberatkan mungkin dapat diterjemahkan 
sebagai pencurian khusus, yaitu sebagai suatu pencurian dengan cara-cara 
tertentu sehingga bersifat lebih berat dan maka dari itu diancam dengan 
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hukuman yang maksimumnya lebih tinggi, yaitu lebih dari hukuman penjara 
lima tahun atau lebih dari pidana yang diancamkan dalam Pasal 362 KUHP 
(Prodjodikoro Wirjono, 2008:19). Hal ini diatur dalam Pasal 363: 
1. Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahu n: 
a. Pencurian ternak; 
b. Pencurian pada waktu kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau 
gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapai terdampar, 
kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;  
c. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan 
tertutup yang ada rumahnya, yang diiakukan oleh orang yang ada di 
situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;  
d. Pencurian yang diiakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu; 
dan  
e. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau 
untuk sampai pada barang yang diambil, diiakukan dengan merusak 
memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, 
perintah palsu, atau pakai jabatan palsu. 
2. Jika pencurian yang dterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu 
hal dalam 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama 
sembilan tahun. 
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2. Unsur-unsur Dalam Keadaan Memberatkan  
Selanjutnya di bawah ini akan dipaparkan unsur-unsur dalam Pasa! 363 
dan Pasal 365 KUHP. Unsur yang memberatkan dalam Pasal 363 dan Pasal 
365 KUHP adalah: 
1. Pencurian Ternak 
Di dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP, unsur yang memberatkan 
ialah unsur "ternak". Apakah yang dimaksud dengan "ternak"? Berdasarkan 
ketentuan Pasal 101 KUHP, "ternak" diartikan "hewan berkuku satu, hewan 
memamah biak, dan babi". Hewan pemamah biak misalnya kerbau, sapi, 
kambing, dan sebagainya. Sedangkan hewan berkuku satu misalnya kuda, 
keledai, dan lain sebagainya. 
Unsur "ternak" menjadi unsur yang memperberat kejahatan 
pencurian, oleh karena pada masyarakat (Indonesia), ternak merupakan 
harta kekayaan yang penting. 
2. Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, gunung 
meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, 
pemberontakan atau bahaya perang (Pasal 363 ayat (1) ke-2 KUHP).  
Untuk berlakunya ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-2 ini tidak periu, bahwa 
barang yang dicuri itu barang-barang yang terkena bencana, tetapi juga 
meliputi barang-barang disekitarnya yang karena ada bencana tidak terjaga 
oleh pemiiiknya. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa antara terjadinya 
bencana dengan pencurian yang terjadi harus saiing berhubungan. Artinya, 
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pencuri tersebut mempergunakan kesempatan adanya bencana untuk 
melakukan pencurian.  
3. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup 
yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak 
diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak (Pasal 363 ayat (1) ke-3 
KUHP).  
i. Unsur "malam  
Berdasarkan Pasal 98 KUHP yang dimaksud dengan "malam" ialah 
waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit.  
ii. Unsur "dalam sebuah rumah" 
Istilah "rumah" diartikan sebagai bangunan yang dipergunakan sebagai 
tempat kediaman. Jadi didalamnya termasuk gubuk-gubuk yang terbuat 
dari kardus yang banyak dihuni oleh gelandangan. Bahkan termasuk 
pengertian "rumah" adalah gerbong kereta api, perahu, atau setiap 
bangunan yang diperuntukkan untuk kediaman.  
iii. Unsur "pekarangan tertutup yang ada rumahnya"  
Dengan pekarangan tertutup dimaksudkan dengan adanya sebidang tanah 
yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata, tanda-tanda mana dapat 
secara jelas membedakan tanah itu de ngan tanah disekelilingnya. 
4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau Iebih dengan bersekutu 
(Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP). 
Hal ini menunjuk pada dua orang atau Iebih yang bekerja sama 
dalam melakukan tindak pidana pencurian, misalnya: 
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Mereka bersama-sama mengambil barang-barang dengan kehendak 
bersama. Tidak perlu ada rancangan bersama yang mendahului pencurian, 
tetapi tidak cukup apabila mereka secara kebetulan pada persamaan waktu 
mengambil barang-barang. 
Dalam proses penegakan hukum pidana kerap dipergunakan pasal 55 
ayat (1) ke-1 KUHP, yang lazim digunakan dalam penanganan suatu tindak 
pidana yang terjadi melibatkan lebih dari satu orang pelaku. Dalam kajian 
hukum pidana terkait pasal 55 KUHP itu secara teoritik dikenal dengan apa 
yang disebut dengan deelneming (penyertaan). Dalam konteks ini, 
deelneming adalah berkaitan dengan suatu peristiwa pidana yang pelakunya 
lebih dari 1 (satu) orang, sehingga harus dicari peranan dan tanggungjawab 
masing-masing pelaku dari peristiwa pidana itu. 
Dalam kaitan itu, maka apabila dihubungkan antara pasal 55 KUHP 
dengan ajaran deelneming, maka sebenarnya tidak ada dalam satu peristiwa 
pidana diantara pelaku mempunyai kedudukan dan peranan yang sejajar. 
Artinya tidaklah logis apabila dalam penanganan suatu perkara pidana, 
hakim menyatakan terbukti pasal 55 KUHP dengan hanya sebatas 
menyatakan adanya hubungan kerjasama secara kolektif. Penggunaan 
kesimpulan adanya suatu peristiwa pidana tanpa bisa menunjukkan peran 
masing-masing pelaku,sebenarnya proses pembuktian pasal 55 ayat (1) ke-1 
KUHP adalah tidak sempurna. Bahkan sekaligus menggambarkan proses 
persidangan telah gagal menggali kebenaran materil dari perkara yang 
diperiksa dan diadili. Jika disimak keberadaan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, 
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maka ada keharusan untuk menemukan peran pelaku dan para pelaku 
dimintai pertanggungjawabannya sesuai dengan peranannya masing-masing. 
Artinya dalam prinsip deelneming tidak bisa semua pelaku adalah sama-
sama sebagai orang yang melakukan, atau sama-sama orang yang menyuruh 
lakukan, apalagi sama-sama sebagai turut melakukan. 
Dalam konteks ini, suatu peristiwa pidana yang pelakunya lebih dari 
satu orang meminta adanya penemuan dari penegak hukum untuk 
menemukan kedudukan dan peran dari masing-masing pelaku. 
5. Pencurian dengan jalan membongkar, merusak, dan sebagainya (Pasal 363 
ayat (1) ke-5 KUHP).  
Pembongkaran (braak) terjadi apabila dibuatnya lubang dalam suatu 
tembok-dinding suatu rumah, dan perusakan (verbreking) terjadi apabila 
hanya satu rantai pengikat pintu diputuskan, atau kunci dan suatu peti rusak.  
Menurut Pasal 99 KUHP, arti memanjat diperluas sehingga meliputi 
lubang didalam tanah dibawah tembok dan masuk rumah melalui lubang itu, 
dan meliputi pula melalui selokan atau parit yang ditujukan untuk 
membatasi suatu pekarangan yang demikian dianggap tertutup.  
Menurut Pasal 100 KUHP, arti anak "kunci palsu" diperluas hingga 
meliputi semua perkakas berwujud apa saja yang digunakan untuk 
membuka kunci, seperti sepotong kawat. 
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D. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana 
Pidana hanya  dapat dijatuhkan apabila ada kesalahan terdakwa, yang 
dibuktikan di sidang pengadilan. Kesalahan terdakwa tentunya sebagaimana 
yang termaksud dalam penuntut umum. 
Terdakwa bukan saja dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, 
tetapi harus didukung oleh alat bukti minimum yang sah. Alat bukti minimum 
itu harus dapat meyakinkan Hakim akan kesalahan terdakwa. Setelah itu, 
barulah pidana dapat dijatuhkan. Hal itu sesuai dengan rumusan pasal 183 
KUHAP yang menegaskan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana 
kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang- kurangnya dua alat bukti 
yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar 
terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Dalam hal itu, 
Undang-undang menghendaki adanya minimum alat bukti yaitu dua alat bukti 
yang dapat meyakinkan Hakim akan kesalahan terdakwa dan tindak pidana 
yang dilakukannya. 
Maksud sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah tersebut adalah 
minimal dua alat bukti yang sah menurut KUHAP. Pasal 184 ayat (1) KUHAP, 
menyebut alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, 
petunjuk, dan keterangan terdakwa. 
Praktek sehari-hari, baik oleh Penuntut Umum maupun Hakim, faktor-
faktor yang dikemukakan dalam tuntutan dan penjatuhan pidana adalah dua hal 
pokok yaitu hal-hal yang meringankan dan memberatkan. Fakto-faktor yang 
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meringankan antara lain, terdakwa masih midah, berlaku sopan, dan mengakui 
perbuatannya. Faktor-faktor yang memberatkan antara lain, memberi 
keterangan yang berbelit-belit, tidak mengakui perbuatannya, meresahkan 
masyarakat, merugikan Negara, dan sebagainya. 
1. Yang meringankan 
Pengurangan hukuman berdasarkan ketentuan Undang-undang (Laden 
Marpaung, 2005: 113) adalah sebagai berikut: 
(1) Dalam hal umur yang masih mudah (incapacity or infacy), 
berdasarkan pasal 47 ayat (1) KUH Pidana yang berbunyi sebagai 
berikut. “jika Hakim menghukum anak yang bersalah itu, maka 
maksimum hukum pokok bagi tindak pidana itu, dikurangi 
sepertiga.” 
(2) Dalam hal percobaan melakukan kejahatan, berdasarkan pasal 53 
ayat (2) KUH pidana yang berbunyi sebagai berikut. “Maksimum 
hukuman pokok yang ditentukan atas kejahatan itu dikurangi 
sepertiganya dalam hal percobaan.” 
(3) Dalam hal membantu melakukan kejahatan, berdsarkan pasal 57 
ayat (1) yang berbunyi sebagai. “maksimum hukuman pokok yang 
ditentukan atas kejahatan  itu, dikurangi sepertiga bagi pembantu”. 
 
2. Yang memberatkan penambahan hukuman berdasarkan Undang-undang 
ditentukan sebagai berikut: 
a. Dalam hal Concursus, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 65 KUH 
Pidana: 
(1) Dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang 
sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan 
beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang 
sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana; 
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(2)  Maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana 
-pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu, akan tetapi tidak 
boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah 
sepertiganya. 
Dan Pasal 66 KUH Pidana yang berbunyi: 
(1) Dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang masing-masing 
harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga 
merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana 
pokok yang tidak sejenis, maka dijatuhkan pidana atas tiap-tiap 
kejehatan, tetapi jumlahnya tidak boleh lebih dari maksimum 
pidana yang terberat ditambah sepertiga.  
(2) Dalam hal ini pidana denda dihitung menurut lamanya maksimum 
pidana kurungan pengganti yang ditentukan untuk perbuatan itu. 
b. Dalam hal Recidive, berdasarkan Pasal 486, Pasal 487, dan Pasal 488 KUH 
Pidana. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Lokasi Penelitian 
Dalam mendapatkan data dan informasi yang akan mendukung bahkan 
menjadi sumber utama dalam penelitian ini, maka sepatutnya Penulis 
melakukan penelitian dengan memilih lokasi penelitian di kota Makassar. 
Pengumpulan data dan informasi akan dilaksanakan di instansi atau lembaga 
Pengadilan Negeri Makassar yang bertempat di kota makassar. Lokasi 
penelitian dipilih dengan pertimbangan bahwa Pengadilan Negeri Makassar 
merupakan sentral pengadilan yang berada di Sulawesi Selatan, di samping itu 
juga Pengadilan Negeri tersebut merupakan tempat diputus perkara (Nomor: 
136/Pid.B/2015/PN.MKS) yang merupakan objek sasaran studi kasus yang 
diangkat oleh penulis. 
Pengumpulan data dan informasi yang dilakukan Penulis juga di 
beberapa tempat seperti Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin dan 
Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, yang tentunya 
menyediakan literatur-literatur yang berhubungan dengan penelitian Penulis. 
B. Jenis dan Sumber Data 
Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penulisan ini mencakup 2 
jenis data, yakni: 
1. Data primer, yaitu data dan informasi yang diperoleh secara langsung 
melalui wawancara dengan para hakim yang memutuskan perkara tersebut. 
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2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dan bersumber dari penelaahan 
studi kepustakaan berupa literatur-literatur, karya ilmiah (hasil penelitian), 
peraturan perundang-undangan, majalah, surat kabar, dokumentasi dari 
berbagai instansi yang terkait juga bahan-bahan tertulis lainnya yang 
berkaitan dengan penelitian ini.  
C. Teknik Pengumpulan Data 
Dalam rangka pengumpulan data primer maupun data sekunder, maka 
penulis menggunakan dua jenis pengumpulan data sebagai berikut: 
1. Penelitian Kepustakaan  
Penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah bahan-bahan pustaka yang 
relevan dengan penelitian berupa literatur-literatur, karya ilmiah (hasil 
penelitian), peraturan perundang-undangan, majaiah, surat kabar, jurnal 
ilmiah, dokumentasi dari berbagai instansi yang terkait dengan penelitian 
ini, hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan kerangka teori dari hasil 
pemikiran para ahli hal ini dilihat relevansinya dengan fakta yang terjadi di 
lapangan.  
2. Penelitian Lapangan  
Untuk mengumpulkan data penelitian lapangan penulis menggunakan dua 
cara, yaitu: 
a. Observasi, yaitu secara langsung turun ke lapangan untuk melakukan 
pengamatan guna mendapatkan data yang dibutuhkan baik data primer 
maupun data sekunder.  
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b. Wawancara, yaitu pengumpulan data dalam bentuk tanya jawab yang 
dilakukan secara langsung kepada responden dalam hal ini adalah Hakim, 
atau ahli hukum yang mengerti tentang objek penelitian penulis.  
D. Analisis Data 
Data yang diperoleh Penulis kelak akan dituangkan dengan 
menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dengan menggunakan metode 
tersebut dimaksudkan agar Penulis dapat menggambarkan keseluruhan data 
yang telah diperoleh dan menguraikan secara keseluruhan hasil studi literatur. 
Dari studi literatur tersebut di hubungkan dengan rumusan peraturan 
perundang-undangan yang ada, maka dianalisis dan guna menjawab 
permasalahan yang diteliti oleh Penulis. 
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BAB IV 
HASIL PENILITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Hasil Penelitian 
1. Duduk Perkara 
 Terdakwa BOBY FEBRI ADHITIA bersama dengan DINUL ALI KAMIL, 
pada hari selasa tanggal 11 November 2014 sekitar pukul 22.30 wita atau 
setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan November tahun 2014, 
bertempat di jalan Cilalang Kota Makassar tepatnya di salon Andira, atau 
setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum 
Pengadilan Negeri Makassar, telah mangambil suatu barang yang seluruhnya 
atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik ASWIN BAHAR, S.Pd, 
dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam 
sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan 
oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang 
berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat 
melakukan kejahatan. Atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan 
dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci 
palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara 
sebagai berikut: 
Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya sekitar pukul 21.00 Wita 
saksi ASWIN BAHAR, S.Pd menuju ke salon Andira, lalu setelah sampai di 
tempat tersebut memarkir motornya Yamaha Mio Sporty warna Merah Marun 
dengan nomor Polisi DD 6213 BL di pekarangan rumah kemudian saksi masuk 
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kedalam salon Andira. Pada saat saksi ASWIN BAHAR, S.Pd masuk kedalam 
salon Andira, terdakwa BOBY FEBRI ADHITIA bersama dengan terdakwa 
DINUL ALI KAMIL merusak kunci kontak motor tersebut dengan 
menggunakan obeng sebagai kunci kontak dan terdakwa DINUL ALI KAMIL 
berjaga-jaga diluar sambil memantau dan pada saat sudah berhasil kedua 
terdakwa dilihat oleh pemilik salon Lk. ILHAM sambil berteriak “pencuri” 
kemudian kedua terdakwa melarikan diri namun tertangkap oleh warga. 
Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban ASWIN BAHAR, S.Pd mengalami 
kerugian Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah). 
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum 
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 
363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHP. 
3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum 
Jaksa Penuntut Umum menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri 
Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan: 
a. Menyatakan terdakwa I BOBY FEBRI ADHITIA dan terdakwa II 
DINUL ALI KAMIL telah terbukti seara sah dan menyakinkan bersalah 
melakukan tindak pidana pencurian secara bersama-sama, sebagaimana 
diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 
KUHP. 
b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I BOBY FEBRI ADHTIA dan 
terdakwa II DINUL ALI KAMIL berupa pidana penjara masing-masing 
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selama 10 (sepuluh) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada 
dalam tahanan rutan. 
c. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk 
Yamaha Mio Sporty warna Merah Marun dengan nomor Polisi DD 6213 
BL nomor rangka MH328D305BK439838 nomor mesin 28D-2439592, 
Tahun 2011 atas nama STNK BAHARUDDIN Alamat Lappa Cinennung 
Kab. Bone, dikembalikan kepada pemiliknya saksi ASWIN 
BAHAR,S.Pd; 
d. Menghukum Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing 
sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah). 
4. Pertimbangan Hukum Hakim 
Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan 
tunggal yakni melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHP. Segala 
kejadian yang terjadi di persidangan sebagaimana dalam berta acara sidang, 
dan untuk menyingkat putusan ini dianggap masuk dan menjadi satu 
didalamnya karena merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini. 
Di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah 
disita menurut hukum, dan telah mendengarkan juga keterangan para saksi dan 
keterangan terdakwa. 
Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti 
yang diajukan ke persidangan yang saling bersesuaian maka, didapat fakta 
hukum sebagai berikut: 
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 Saksi ASWIN BAHAR, S.Pd pada hari selasa tanggal 11 November 2014 
sekitar pukul 22.30 wita, telah kehilangan sepeda motor Yamaha Mio 
Sporty warna merah marun tahun 2011 No. Polisi DD 6213 BL. 
 Sepeda motor diparkir di jalan Cilalang Kota Makassar tepatnya di depan 
Salon Andira. 
 Terdakwa bersama-sama melakukan pencurian sepeda motor tersebut 
dengan cara merusak kunci kontaknya dengan menggunakan obeng plat 
sebagai pengganti kunci motor tersebut (kunci palsu). 
 Obeng plat yang digunakan terdakwa sudah dibuang di jalan Cilalang Kota 
Makassar. 
 Hari selasa 11 November 2014 sekitar pukul 22.30 wita terdakwa I BOBY 
FEBRI ADHITIA telah ditangkap oleh warga dan saksi ILHAM di lokasi 
kejadian dan terdakwa II DINUL ALI KAMIL tertangkap dirumahnya atas 
penunjukan dari terdakwa Lk. BOBY FEBRI ADHITIA. 
 Akibat perbuatan terdakwa saksi ASWAN BAHAR, S.Pd mengalami 
kerugian sekitar Rp. 14.000.000,- (Empat belas juta rupiah). 
 Terdakwa mengaku, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan 
mengulanginya lagi. 
 Barang bukti sepeda motor yang diajukan dipersidangan adalah milik saksi 
ASWAN BAHAR, S.Pd. 
Untuk membuktikan apakan terdakwa bersalah melakukan perbuatan 
sebagaimana didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum, maka Majelis 
Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal yang terkandung dalam 
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dakwaan Penuntut Umum. Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum 
dengan dakwaan tunggal yakni melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan 
ke-5 KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut: 
a. Barang siapa; 
b. Mengambil suatu barang; 
c. Sebagian atau seluruhnya milik orang lain; 
d. Dengan maksud untuk dimiliki, dengan melawan hukum; 
e. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada 
rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau 
dikehendaki oleh yang berhak; 
f. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu; 
g. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada 
barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat 
atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan 
palsu. 
Ad. a. Unsur barang siapa 
Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah subjek 
hukum pidana, yang kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban pidana 
menurut hukum, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa 
dalam perkara ini yang menjadi terdakwa adalah terdakwa I BOBY FEBRI 
ADHITIA dan terdakwa II DINUL ALI KAMIL. 
Unsur barang siapa hanya merupakan kata ganti orang, dimana unsur 
ini baru mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, 
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oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersama dengan unsur-unsur lain 
dari perbuatan yang didakwakan. Dengan demikian unsur “barangsiapa” telah 
terpenuhi. 
Ad. b. Unsur mengambil suatu barang 
Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil suatu barang” 
ini diartikan sebagai suatu tindakan memindahkan suatu barang dari 
penguasaan orang lain kedalam penguasaan sendiri, seolah-olah sebagai 
pemiliknya sendiri. Berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan 
terdakwa yakni sebagi berikut: 
 Benar terdakwa telah melakukan pencurian terhadap saksi korban ASWIN 
BAHAR, S.Pd, yang kejadiannya pada hari selasa tanggal 11 November 
2014 sekitar pukul 22.30 wita bertempat di jalan Cilalang Kota Makassar 
tepatnya di Salon Andira. 
 Terdakwa mengambil barang milik saksi ASWIN BAHAR, S.Pd berupa 1 
(satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna merah marun 
dengan nomor Polisi DD 6213 BL nomor rangka MH328D305BK439838 
nomor mesin 28D-2439592, tahun 2011 atas nama STNK BAHARUDDIN 
Alamat Lappa Cinennung Kab. Bone. 
Dengan demikian unsur “Mengambil suatu barang” telah terpenuhi. 
Ad. c. Unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain 
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Berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa bahwa 1 
(satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna merah marun dengan 
nomor polisi DD 6213 BL nomor rangka MH328D305BK439838 nomor mesin 
28D-2439592, Tahun 2011 atas nama STNK BAHARUDDIN Alamat Lappa 
Cinennung Kab. Bone, yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini adalah 
bukanlah milik terdakwa melainkan seluruhnya milik orang lain yaitu saksi 
ASWIN BAHAR, S.Pd. Dengan demikian unsur “sebagian atau seluruhnya 
milik orang lain” telah terpenuhi. 
Ad. d. Unsur untuk dimiliki secara melawan hukum 
Bahawa “untuk dimiliki secara melawan hukum” ini diartikan sebagai 
setiap penguasa atas barang tersebut, melakukan tindakan atas barang itu 
seakan-akan sebagai pemiliknya, sedangkan ia bukan pemiliknya, dan 
perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari 
terdakwa dan terdakwa sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik 
orang lain. 
Berdasarkan keterangan saksi ASWIN BAHAR, S.Pd, bahwa tanpa 
sepengetahuan dan seizin saksi ASWIN BAHAR, S.Pd, para terdakwa 
mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna merah 
marun dengan nomor polisi DD 6213 BL nomor rangka 
MH328D305BK439838 nomor mesin 28D-2439592, Tahun 2011 atas nama 
BAHARUDDIN Alamat Lappa Cinennung Kab. Bone, yang saksi parkir di 
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depan Salon Andira. Dengan demikian unsur “untuk dimiliki secara melawan 
hukum” telah terpenuhi. 
Ad. e.  Unsur Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan 
tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada 
di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak; 
Berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan para terdakwa yakni 
sebagai berikut: 
 Benar terdakwa telah melakukan penurian terhadap saksi korban ASWIN 
BAHAR, S.Pd, yang kejadian pada hari selasa tanggal 11 November 2014 
sekitar pukul 22.30 wita bertempat di jalan Cilalang Kota Makassar tepatnya 
di Salon Andira. 
 Para terdakwa mengambil barang milik saksi ASWIN BAHAR, S.Pd berupa 
1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna merah maru 
dengan nomor polisi DD 6213 BL, Tahun 2011 atas nama STNK 
BAHARUDDIN Alamat Lappa Cinennung Kab. Bone. 
Dengan demikian unsur “Di waktu malam dalam sebuah rumah atau 
pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada 
di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenhi. 
Ad. f. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu 
Berdasarkan keterangan para saksi, yang pada pokoknya menerangkan 
bahwa pada saat saksi ASWIN BAHAR, S.Pd masuk kedalam Salon Andira, 
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terdakwa BOBY FEBRI ADHITIA bersama dengan terdakwa DINUL ALI 
KAMIL merusak kunci kontak motor tersebut dengan menggunakan obeng 
sebagai kunci kontak dan terdakwa DINUL ALI KAMIL berjaga-jaga diluar 
sambil memantau dan pada saat sudah berhasil kedua terdakwa dilihat oleh 
pemilik salon Lk. ILHAM sambil berteriak “penuri” kemudian kedua terdakwa 
melarikan diri namun tertangkap oleh warga. Dengan demikian unsur 
“dilakukan oleh dua orang atau lebih” telah terpenuhi 
Ad. g. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau 
sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, 
memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, 
perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. 
Berdasarkan keterangan para saksi, yang pada pokoknya menerangkan 
bahwa, terdakwa BOBY FEBRI ADHITIA bersama dengan terdakwa DINUL 
ALI KAMIL merusak kunci kontak motor tersebut dengan menggunakan 
obeng sebagai kunci kontak motor tersebut. Dengan demikian unsur “Yang 
untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang 
yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau 
dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” 
telah terpenuhi. 
Oleh karena unsur-unsur selain unsur kesatu “barangsiapa” tersebut 
telah terbukti dilakukan oleh terdakwa sendiri bukan oleh orang lain, 
sedangkan dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan bukti yang 
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menunjukkan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas 
perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alas an pengecualian 
penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan dengan demikian maka 
unsur kesatu juga telah terbukti. 
Atas dasar pertimbangan tersebut maka unsur dari pasal 363 ayat (1) 
ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa maka 
terdakwa harus dinyatakan salah. 
Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di 
atas, Majelis telah mendapatkan bukti-bukti yang menurut hukum, dari bukti 
mana Majelis memperoleh keyakinan bahwa terdakwa I BOBY FEBRI 
ADHITIA dan terdakwa II DINUL ALI KAMIL, telah terbukti seara sah dan 
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan 
memberatkan” sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dank arena selama 
pemeriksaan di persidangan majelis tidak menemukan alasan pemaaf maupun 
alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan terdakwa maupun 
meniadakan pertanggung jawaban pidana, sehingga oleh karenanya terdakwa 
dipandang maupun untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatanya dan 
kepadanya harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatanya. Selama 
pemeriksaan perkara ini terdakwa berada dalam tahanan, maka lamanya 
terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana dijatuhkan. 
Majelis Hakim tidak menemukan cukup alasan untuk mengalihkan atau 
menangguhkan jenis penahanan terdakwa, maka diperintahkan agar terdakwa 
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tetap berada dalam tahanan. Karena para terdakwa terbukti bersalah maka ia 
para terdakwa akan dijatuhi pidana yang dipandang setimpal dengan 
perbuatannya dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan 
meringankan sebagai berikut: 
Hal-hal yang meringankan: 
 Para terdakwa berlaku sopan dalam pemeriksaan dipersidangan; 
 Para terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya. 
Hal-hal yang memberatkan: 
 Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat 
Setelah Majelis Hakim memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan 
hal-hal yang meringankan atas diri terdakwa, kemudian dihubungkan dengan 
faktor lain yaitu tujuan dari pemidanaan itu sendiri yang semata-mata bukan 
bertujuan untuk memberikan pembalasan berupa pidana kepada terdakwa, akan 
tetapi juga memberikan suatu pelajaran bagi terdakwa agar ia memperbaiki 
kelakuannya dan dapat kembali kepada masyarakat serta secara preventif 
mencegah orang lain melakukan tindak pidana yang sama. 
5. Putusan Hakim 
a) Menyatakan terdakwa I. BOBY FEBRI ADHITIA dan terdakwa II. 
DINUL ALI KAMIL, telah terbukti seara sah dan meyakinkan bersalah 
melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan; 
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b) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. BOBY FEBRI ADHITIA dan 
terdakwa II. DINUL ALI KAMIL dengan pidana penjara masing-masing 
selama 7 (tujuh) bulan; 
c) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa 
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 
d) Menetapkan agar para terdakwa tetap ditahan; 
e) Menetapkan barang bukti berupa: 1(satu) unit sepeda motor merk 
Yamaha Mio Sporty warna merah marun dengan nomor polisi DD 6213 
BL, nomor rangka MH328D305BK439838, nomor mesin 28D-2439592, 
Tahun 2011 atas nama STNK Baharuddin Alamat Lappa Cinennung 
Kabupaten Bone, dikembalikan kepada pemiliknya saksi Aswin Bahar, 
S.Pd; 
f) Menghukum para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing 
sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah). 
B. Pembahasan 
 Untuk mencapai kebenaran materil yaitu kebenaran yang selengkap-
lengkapnya pada Putusan perkara No. 136/Pid.B/2015/PN.Mks, Majelis Hakim 
Pengadilan Negeri Makassar, telah meneliti secara cermat dan seksama semua 
perbuatan, kejadian atau keadaan-keadaan yang berlangsung selama 
persidangan dimana fakta-fakta yang digali dari alat-alat bukti yang berupa 
saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, ternyata bersesuaian satu 
sama lainnya sehingga memperoleh keyakinan bahwa benar perbuatan 
66 
 
terdakwa terbukti melakukan pencurian dalam keadaan yang memberatkan 
yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5. 
1. Penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana pencurian 
dengan pemberatan dalam putusan  nomor 136/Pid.B/2015/PN.Mks 
Hukum pidana materil merupakan isi atau subtansi dari hukum pidana itu 
sendiri, disini hukum pidana bermakna abstrak atau dalam keadaan diam. 
Sedangkan hukum pidana formil bersifat nyata atau konkrit, disini hukum 
pidana dalam keadaan bergerak atau dijalankan atau berada dalam suatu 
proses. 
Sebelum membahas bagaimana penerapan hukum pidana materil dalam 
kasus yang penulis teliti, maka terlebih dahulu diuraikan apa sebenarnya yang 
dimaksud dengan hukum pidana materil. Terkait dengan hal itu, Simons 
menyatakan bahwa: 
“Hukum pidana materil mengandung petunjuk-petunjuk dan uraian-uraian 
delik, peraturan-peraturan tentang syarat-syarat hal dapat dipidananya 
seseorang (strafbaarfeit), penunjukan orang yang dapat dipidana dan 
ketentuan tentang pidananya, ia menetapkan siapa dan bagaimana orang itu 
dapat dipidana”. 
 
Selain itu, penjelasan mengenai hukum pidana materil juga dapat dijumpai 
dalam definisi hukum pidana yang dikemukakan oleh Moeljatno, yang 
mengatakan bahwa: 
“Hukum pidana adalah sebagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di 
suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk (1) 
menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang 
dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu 
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bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. (2) menentukan kapan 
dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar lerangan-larangan 
itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang diancamkan”. 
 
 
Dari dua pendapat ahli di atas, baik simons maupun moeljatno berpendapat 
bahwa orang yang dapat dipidana adalah orang yang dalam keadaan tertentu 
telah melakukan suatu perbuatan, yang mana perbuatan tersebut telah diatur 
oleh ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai perbuatan yang dapat 
dihukum. Dalam putusan perkara tersebut, Jaksa Penuntut Umum menuntut 
terdakwa dengan menggunakan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 363 
ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHP. 
Dikemukakan oleh A. Karim Nasution ( Hamzah, 1987:17) memberikan 
pengertian tentang surat dakwaan sebagai berikut: 
“Tuduhan adalah suatu surat akte yang memuat suatu perumusan dari tindak 
pidana yang dituduhkan, yang sementara dapat disimpulkan dari surat-surat 
pemeriksaan pendahuluan yang merupakan dasar bagi Hakim untuk 
melakukan pemeriksaan”. 
 
 
Terkait dengan masalah surat dakwaan dalam perkara ini Jaksa Penuntut 
Umum menggunakan dakwaan tunggal, yang dimaksud dengan dakwaan 
tunggal adalah surat dakwaan disusun secara tunggal jika seseorang atau lebih 
terdakwa melakukan tindak pidana hanya satu perbuatan saja, penyusunan 
dakwaan tunggal merupakan penyusunan surat dakwaan yang teringan jika 
dibandingkan dengan penyusunan surat dakwaan lainnya, karena Penuntut 
Umum hanya memfokuskan pada sebuah permasalahan saja. 
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Mendasarkan pada penuntutan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum 
dengan dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan 
ke-5 KUHP, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut: 
a. Unsur Barangsiapa 
Menurut Sudarto (1990:10) pada dasarnya yang dapat melakukan tindak 
pidana ialah manusia (naturlijk personen). Pengertian barangsiapa adalah 
menunjukkan pengertian seseorang sebagai subyek hukum penanggung hak 
dan kewajiban. Unsur barangsiapa pada Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan 
ke-5 KUHP adalah menunjuk pada orang yang melakukan tindak pidana 
dan menunjukkan perbutan manusia. Dengan kata lain, unsur barangsiapa 
adalah menunjukkan bahwa pelakunya adalah orang yang memenuhi semua 
unsur tindak pidana oleh karena itu unsur barangsiapa dalam hal ini tidak 
boleh diartikan lain kecuali manusia. 
Apabila dikaitkan dengan Putusan Perkara Nomor: 
136/Pid.B/2015/PN.Mks unsur barangsiapa dalam hal ini adalah (1) Boby 
Febri Adhitia, umur 25 tahun, kebangsaan Indonesia, agama Islam, 
pekerjaan buruh, tempat tinggal di jalan Ratulangi Lr. 7 No. 27 Kota 
Makassar, (2) Dinul Ali Kamil, umur 22 tahun, kebangsaan Indonesia, 
agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di jalan Ratulangi Lr. 7 
No. 31 Kota Makassar. Dengan demikian: unsur barangsiapa dalam putusan 
nomor: 136/Pid.B/2015/PN.Mks telah terpenuhi 
. 
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b. Unsur mengambil suatu barang 
Unsur-unsur pokok dari tindak pidana pencurian atau yang menurut 
Prodjodikoro (1986:13) disebut dengan “unsur khas” dari tindak pidana 
pencurian (diefstal) adalah mengambil barang orang lain untuk 
memilikinya. 
Perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusha 
melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya (Anwar, 1982:17). 
Sedangkan menurut Soesilo (1986:250), mengambil artimya mengambil 
untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang 
tersebut belum ada dalam kekuasaanya. Pengambilan (pencurian) itu sudah 
dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat. Bila 
orang baru saja memegang barang itu, dan belum berpindah tempat, maka 
orang itu belum dapat dikatakan mencuri, akan tetapi ia baru “mencoba 
mencuri”. 
Jika dihubungkan dengan Putusan Perkara nomor: 
136/Pid.B/2015/PN.Mks unsur mengambil terungkap dari fakta di 
persidangan yaitu berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan 
terdakwa yakni sebagai berikut: (1) bahwa benar terdakwa telah melakukan 
pencurian terhadap saksi korban Aswin Bahar, S.Pd, yang kejadiannya pada 
hari selasa 11 November 2014 sekitar pukul 22.30 wita bertempat di jalan 
Cilalang Kota Makassar tepatnya di salon Andira. (2) bahwa terdakwa 
mengambil barang milik saksi Aswin Bahar, S.Pd berupa 1 (satu) unit 
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sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty dengan nomor polisi DD 6213 BL, 
tahun 2011 atas nama STNK Baharuddin alamat Lappa Cinennung Kab. 
Bone. Dengan demikian unsur “mengambil suatu barang” telah terpenuhi. 
c. Unsur seluruhnya milik orang lain 
segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan (seseorang) 
yang dapat diambil (oleh orang lain) itu, dapat menjadi objek tindak pidana 
pencurian. (PAF. Lamintang, 1989:21) 
Berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa 1 (satu) unit sepeda 
motor merk Yamaha Mio Sporty warna merah marun dengan nomor polisi 
DD 6213 BL, tahun 2011 atas nama STNK Baharuddin alamat Lappa 
Cinennung Kab. Bone, yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini 
adalah bukanlah milik terdakwa melainkan seluruhnya milik orang lain 
yaitu saksi Aswin Bahar, S.Pd. Dengan demikian unsur “seluruhnya milik 
orang lain” telah terpenuhi. 
d. Unsur untuk dimiliki secara melawan hukum 
Salah satu unsur dari perbuatan melawan hukum adalah perbuatan 
tersebut harus melanngar undang-undang yang berlaku dan merugikan orang 
lain. (Munir Fuady, 2005:11). 
Berdasarkan penelitian terhadap putusan perkara nomor 
136/Pid.B/2015/PN.Mks. ditemukan fakta hukum di persidangan bahwa 
terdakwa mengambil 1 unit sepeda motor sebagaimana tersebut di atas 
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adalah termaksu pencurian yang diatur dalam Undang-undang Hukum 
Pidana (KUHP). Sedangkan mengenai menimbulkan kerugian terhadap 
orang lain adalah akibat perbuatan terdakwa saksi korban menderita 
kerugian sebesar kurang lebih Rp. 14.000.000,-(empat belas juta rupiah). 
e. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup 
yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak 
diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak. 
Berdasarkan fakta di persidangan didukung oleh keterangan para saksi 
dan pengakuan para terdakwa yaitu bahwa Benar terdakwa telah mencuri 1 
(satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty milik saksi korban Aswin 
Bahar, S.Pd, yang kejadiannya dilkukan pada hari selasa tanggal 11 
November 2014 sekitar pukul 22.30 wita bertempat di jalan Cilalang Kota 
Makassar tepatnya di Salon Andira. Dengan demikian unsur “Di waktu 
malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, 
yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak 
dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi. 
f. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih 
Berdasarkan keterangan para saksi, yang pokoknya menerangkan bahwa 
pada saat saksi Aswin Bahar, S.Pd masuk kedalam Salon Andira, terdakwa 
Boby Febrianty Adhitia bersama dengan terdakwa Dinul Ali Kamil merusak 
kunci kontak motor tersebut dengan menggunakan obeng sebagai kunci 
kontak dan terdakwa Dinul Ali  Kamil, berjaga-jaga diluar sambil 
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memantau dan pada saat sudah berhasil kedua terdakwa dilihat oleh pemilik 
salon Lk. Ilham sambil berteriak “pencuri” kemudian kedua terdakwa 
melarikan diri namun tertangkap oleh warga. Dengan demikian unsur 
“dilakukan oleh dua orang atau lebih” telah terpenuhi. 
g. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk 
sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, 
memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, 
perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. 
Berdasarkan hasil penelitian ditemukan fakta hukum di persidangan 
bahwa terdakwa Boby Febri Adhitia bersama dengan terdakwa Dinul Ali 
Kamil, mengambil 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty tahun 
2011 dengan cara merusak kunci kontak motor tersebut dengan 
menggunakan obeng sebagai kunci kontak motor tersebut. 
2. Pertimbangan hakim dalam penjatuhan bagi pelaku tindak pidana 
pencurian dengan pemberatan dalam putusan Nomor 
136/Pid.B/2015/PN.Mks 
Untuk keyakinan Hakim itu sekurang-kurangnya harus ada dua alat bukti 
yang sah. Dalam system negatief wettelijk ada dua hal yang merupakan syarat 
yaitu wettelijk dan negatief. Wettelijk dimaksudkan dengan alat-alat bukti yang 
sah dan yang ditetapkan oleh undang-undang, sedangkan negatief adalah 
dengan alat bukti yang sah ditetapkan oleh undang-undang saja belum cukup 
bagi hakim pidana menganggap bukti sudah diberikan, akan tetapi masih 
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dibutuhkan adanya keyakinan hakim, dengan demikian antara alat bukti dan 
keyakinan hakim diharuskan adanya hubungan kausa (sebab-akibat). 
Menurut pasal 184 ayat (1) KUHAP alat bukti yang diakui adalah: 
a. Keterangan saksi; 
b. Keterangan ahli; 
c. Surat; 
d. Petunjuk; dan 
e. Keterangan terdakwa. 
 
Rumusan tersebut di atas apabila dihubungkan dengan putusan Pengadilan 
Negeri Makassar Nomor 136/Pid.B/2015/PN.Mks, yang dijadikan 
pertimbangan yuridis oleh hakim adalah semua fakta yang terungkap 
dipersidangan. Fakta yang dimaksud adalah dalam bentuk alat-alat bukti seperti 
yang dikehendaki secara limitative oleh Jaksa Penuntut Umum adalah 
keterangan saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti. 
a. Alat bukti keterangan saksi 
Kesaksian adalah suatu keterangan dengan lisan di muka hakim dengan 
sumpah tentang hal-hal mengenai kejadian tertentu yang ia dengar, lihat dan 
alami dan ia rasakan, ketahui dan dinyatakan di mika persidangan. 
Untuk sahnya keterangan saksi menurut KUHAP adalah sebagai berikut: 
a. Pasal 160 ayat (3) KUHAP 
Sebelum memberikan keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah 
atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan 
memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang 
sebenarnya. 
b. Pasal 1 butir 27 KUHAP 
keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana 
yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang 
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ia dengar dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari 
pengetahuannya itu. 
Jika dihubungkan dengan putusan Pengadilan Negeri Makassar nomor: 
136/Pid.B/2015/PN.Mks, bahwa untuk membuktikan kesalahan terdakwa 
hakim telah memeriksa 3 (tiga) orang saksi yaitu saksi (1) Aswin Bahar, 
S.Pd, saksi (2) Achmad Yusri dan saksi (3) Ilham dengan terlebih dahulu 
disumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. 
b. Alat bukti keterangan terdakwa 
Pasal 189 ayat (1) KUHAP merumuskan tentang pengertian keterangan 
terdakwa yaitu sebagai berikut: 
“Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang 
pengadilan tentang perbuatan yang ia lakukan atau ia ketahui sendiri atau 
ia alami sendiri.” 
Rumusan pasal 189 KUHAP di atas diketahui bahwa keterangan 
terdakwa itu adalah sama dengan artinya pengakuan dari terdakwa. Guna 
menentukan kesalahan terdakwa tidaklah cukup hanya dari pengakuan 
terdakwa melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain. 
Dengan demikian keterangan terdakwa baru dapat menjadi alat apabila 
keterangan terdakwa itu dibarengi dengan alat-alat bukti yang lain 
disamping keterangan-keterangan dari pihak si korban yang membenarkan 
tentang pengakuan dari terdakwa. 
Jika dihubungkan dengan kasus yang penulis teliti terhadap putusan 
Pengadilan Negeri Makassar nomor 136/Pid.B/2015/PN.Mks dapat 
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disimpulkan bahwa keterangan terdakwa itu sama dengan arti pengakuan 
dari terdakwa. Pengakuan yang dimaksud di sini adalah ucapan dan 
perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, dengan suatu tuduhan atas dirinya 
mengenai perbuatan dan kesalahan yang diucapkan di dalam maupun di luar 
sidang pengadilan. 
Keterangan terdakwa yang dapat diklasifikasikan sebagai keterangan 
terdakwa di luar sidang ialah keterangan yang diberikan dalam pemeriksaan 
penyidikan, keterangan itu dicatat dalam Berita Acara yang ditandatangani 
oleh penyidik dan tersangka. Dalam memberikan keterangan terdakwa harus 
diikuti dengan alat bukti yang lain yaitu keterangan saksi di samping juga 
keterangan dari korban yang membenarkan tentang pengakuan dari si 
terdakwa. 
Proses peradilan dalam putusan Pengadilan Negeri Makassar nomor 
136/Pid.B/2015/PN.Mks, apabila dikaitkan dengan rumusan tersebut di atas 
telah sesuai dengan ketentuan sebagimana diatur dalam pasal 184 ayat (1) 
KUHAP, sehingga telah mengungkap fakta-fakta hukum yang terbukti 
benarnya bahwa telah terjadi tindak pidana melakukan pencurian dalam 
keadaan yang memberatkan, sebagimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-
3, ke-4, dan ke-5 KUHP, sehingga terdakwa I. Boby Febri Adhitia dan 
terdakwa II. Dinul Ali Kamil dapat dinyatakan terbukti secara sah dan 
menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan pencurian 
dalam keadaan yang memberatkan. 
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Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara nomor: 
136/Pid.B/2015/PN.Mks juga telah mempertimbangkan terhadap hal-hal 
yang memberatkan dan meringankan terdakwa sebagaimana diatur dalam 
Pasal 197 ayat (1) huruf f  KUHAP.  
Dalam hubungannya dengan majelis yang menjatuhkan pidana penjara 
selama 1 (satu), hal ini menurut hemat penulis telah sesuai dengan tujuan 
pidana dan pemidanaan. Berdasarkan alat-alat bukti yang sah yang telah 
diajukan dalam perkara tersebut di atas dan ditinjau dari persesuaian antara 
alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain, dengan mempertimbangkan 
nilai pembuktian masing-masing alat bukti, di samping itu juga telah 
mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan para 
terdakwa sesuai dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 
2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta mendasarkan pada fakta di 
persidangan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi rumusan Pasal 363 
ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP. Maka hakim berkeyakinan dan 
berpendapat bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah 
melakukan tindak pidana melakukan pencurian dalam keadaan yang 
memberatkan. 
Berdasarkan pemeriksaan selama persidangan tidak ditemukan adanya 
alasan pembenar dan alasan pemaaf pada terdakwa yang dapat 
menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap mereka, maka para 
terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya. Oleh 
karena itu hakim menjatuhkan pidana kepada masing-masing terdakwa yaitu 
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7 (tujuh) bulan penjara, dikurangi masa tahanan yang telah dijalani untuk 
seluruhnya.  
Dasar penjatuhan pidana tersebut di atas oleh hakim didasarkan pada 
ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor : 4 Tahun 2004 tentang 
Kekuasaan Kehakiman, serta mendasarkan pada tidak ditemukannya alasan 
pembenar dan alasan pemaaf bagi terdakwa serta hal-hal yang memberatkan 
dan meringankan bagi terdakwa.  
Dalam menjatuhkan putusan persidangan para terdakwa juga hadir, 
dengan demikian pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan 
dengan dihadiri oleh kedua terdakwa. Hal ini telah sesuai dengan Pasal 196 
ayat (1) dan (2) KUHAP yang merumuskan sebagai berikut : 
(1) Pengadilan memutus perkara dengan hadirnya terdakwa kecuali 
dalam hal undang-undang ini menentukan lain.  
(2)  Dalam hal terdakwa lebih dari seorang terdakwa dalam satu perkara, 
putusan dapat diucapkan dengan hadirnya terdakwa saja.  
 
Berdasarkan hasil penelitian terhadap Putusan Perkara No. 
136/Pid.B/2015/PN.Mks juga ditemukan bahwa Hakim di dalam 
menjatuhkan pidana juga mendasarkan pada masalah-masalah sosial yaitu 
masalah korban, masalah terdakwa dan dampak kepada masyarakat. 
Mengenai masalah sosial korban menurut Moeljatno (1985:60), yaitu 
“pidana kita bukan saja harus dipandang untuk mendidik si terpidana ke 
arah jalan yang benar seperti anggota masyarakat yang lainnya 
(membimbing) tapi juga untuk melindungi dan memberi ketenangan bagi 
masyarakat (mengayomi). 
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Tujuan pemidanaan yang dikehendaki tidak hanya sebagai pengimbalan 
semata, namun terkandung adanya tujuan lain misalnya kesejahteraan 
masyarakat atau perbaikan narapidana. Pemidanaan selain dilakukan dengan 
berorientasi ke muka (prospektif) hal lain terlihat bahwa tujuan pemidanaan 
adalah untuk memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan 
sehingga menjadikannya orang yang lebih baik dan berguna.  
Sebagaimana halnya dengan putusan Pengadilan Negeri Makassar 
nomor: 136/Pid.B/2015/PN.Mks., hakim juga telah mempertimbangkan hal-
hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa, yang di dalamnya 
terdapat suatu kepentingan para terdakwa, keadaan keluarga korban, dan 
juga mempertimbangkan hal-hal yang memberikan perhatian dan 
perlindungan terhadap masyarakat pada umumnya.  
Hal-hal yang meringankan terdakwa :  
- Para terdakwa berlaku sopan dalam pemeriksaan dipersidangan;  
- Para terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya. 
Hal-hal yang memberatkan terdakwa :  
- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan pembahasan terhadap hasil penilitian, maka dapat 
dikemukakan kesimpulan sebagai berikut : 
1. Penerapan hukum pidana materil terhadap kasus putusan nomor 
136/Pid.B/2015/PN.Mks, penerapan ketentuan pidana pada perkara ini 
yakni pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 yang mengandung unsur-unsur 
sebagai berikut: 
a. Barang siapa; 
b. Mengambil suatu barang; 
c. Seluruhnya milik orang lain; 
d. Untuk dimiliki secara melawan hukum 
e. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada 
rumahnya,yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui 
atau tidak dikehendaki oleh yang berhak; 
f. Dilakukan oleh dua orang atau lebih; 
g. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk samapai 
pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau 
memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau 
pakaian jabatan palsu. 
Dengan telah terpenuhinya semua unsur-unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-
3, ke-4, dan ke-5 KUHP, dan juga telah di dapat fakta-fakta di persidangan 
berupa barang bukti, keterangan para saksi, dan keterangan terdakwa yang 
telah bersesuaian, sehingga terdakwa telah terbukti secara sah dan 
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menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan 
memberatkan sebagaiman telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. 
2. Dasar pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan putusan bagi pelaku 
tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam putusan Nomor 
136/Pid.B/2015/PN.Mks, adalah Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5, 
Pasal 84 KUHAP tentang dasar mengadili dan Pasal 183 KUHAP tentang 
dasar memutus, dimana perbuatan telah memenuhi rumusan Undang-
undang melawan hukum dan juga tidak ada alasan pembenar dan pelaku 
melakukan perbuatan tersebut dengan segaja dan tidak ada alasan pemaaf. 
Menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP alat bukti yang diakui adalah: 
a. keterangan saksi; 
b. keterangan ahli; 
c. surat; 
d. petunjuk; 
e. keterangan terdakwa. 
Berdasarkan Pasal tersebut, Hakim yang memeriksa, mengadili dan 
memutuskan perkara putusan nomor 136/Pid.B/2015/PN.Mks mempunyai 3 
(tiga) alat bukti, yaitu: 
1. Alat bukti keteranga saksi 
Dalam putusan Pengadilan Negeri Makassar nomor 
136/Pid.B/2015/PN.Mks, bahwa untuk membuktikan kesalahan terdakwa, 
hakim memeriksa 3 (tiga) orang saksi yaitu saksi yaitu (1) Saksi Aswin 
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Bahar, S.Pd, (2) saksi Achmad Yusri, dan (3) saksi Ilham dengan disumpah 
sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing 
2. Alat bukti keterangan terdakwa 
Dalam persidangan telah didengar keterangan terdakwa hal ini sesuai 
dengan pasal 189 ayat (1) KUHAP. 
3. Barang bukti 
Dipersidangan telah diperhatikan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda 
motor merk Yamaha Mio Sporty warna merah marun dengan nomor polisi 
DD 6213 BL nomor rangka MH328D305BK439838 nomor mesin 28D-
2439592, Tahun 2011 atas nama STNK Baharuddin alamat Lappa 
Cinennung Kab. Bone. 
Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkata tersebut juga telah 
mempertimbangkan terhadap hal-hal yang memberatkan dan meringankan 
terdakwa sebagimana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP. 
Adanya hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa 
Hal-hal yang memberatkan terdakwa: 
- Perbuatan terdakwa meresahkan masayarakat. 
Hal-hal yang meringankan terdakwa: 
- Para terdakwa berlaku sopan dalam pemeriksaan dipersidangan; 
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- Para terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya. 
Berdasarkan pemeriksaan selama persidangan tidak ditemukan adanya 
alasan pembenar dan alasan pemaaf pada terdakwa yang dapat 
menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa. 
Majelis hakim memutuskan pidana terhadap terdakwa I. Boby Febri Adhitia 
dan terdakwa II. Dinul Ali Kamil dengan pidana penjara masing-masing 
selama 7 (tujuh) bulan, masa penahanan yang telah dijalani oleh para 
terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, serta 
mendasarkan pada fakta bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi 
rumusan Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHP, maka hakim 
berkeyakinan dan berpendapat bahwa terdakwa terbukti secara sah dan 
meyakinkan telah melakukan tindak pidana melakukan pencurian dalam 
keadaan yang memberatkan. 
B. Saran 
Pidana yang dijatuhkan oleh Hakim bukan saja ditujuhkan bagi diri si 
pelaku tindak pidana, tetapi juga ditujuhkan dan diharapkan berdampak 
pada masyarakat pada umumnya, maka dalam menjatuhkan pidana Majelis 
Hakim diharapkan memperhatikan tujuan pemidanaan, sehingga masyarakat 
akan menyadari dan tahu bahwa melakukan tindak pidana akan dikenakan 
sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. 
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